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THE ROLE OF THE HEAD OF COMMUNICATION AND 

INFORMATICS, STATISTICS AND PUBLIC SERVICES AS AN 

OFFICIAL MANAGEMENT OF INFORMATION AND 

DOCUMENTATION IN INFORMATION SERVICES IN PEKANBARU 

CITY 

 

ABSTRACT 

Gusmansyah 

Openness of public information is an important manifestation of a democratic 

state that upholds people's sovereignty in optimizing public oversight of the 

administration of the state and other public bodies mandated in Law Number 14 

of 2008. Public Information Management Officers (PPID) are officers authorized 

to carry out information provision services public. The purpose of this study was 

to determine the extent of the Role of the Information Management and 

Documentation Officer (PPID) in the Public Information Provision Service in 

Pekanbaru City. The research method uses qualitative research methods as a 

technique for data collection and direct interviews with informants as the 

Information Management and Documentation Officer (PPID). The results showed 

that the role of Information and Documentation Management Officer (PPID) in 

realizing public information disclosure in Pekanbaru City was in accordance with 

Law Number 14 of 2008 and Pekanbaru Mayor Regulation Number 10 of 2017 

concerning Management of Information and Documentation Services in 

Pekanbaru City Government . Nevertheless there are still obstacles encountered in 

the implementation process, both technical and non-technical obstacles. The 

results of this study suggest that Pekanbaru should be added to the staff / human 

resources in the IT field, adding a separate room for activity and data storage for 

PPID Assistants. and creating a data bank that has been validated by the OPD 

official in charge so that information can be presented at any time and makes it 

easier for the public to access public information. 
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INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI  

DI  KOTA PEKANBARU 

 

 

ABSTRAK 

 

Gusmansyah 

 

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan penting negara demokratis 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mengoptimalkan pengawasan 

publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola 

Informasi Publik (PPID) adalah petugas yang berwenang menjalankan pelayanan 

penyediaan informasi public. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana 

Peranan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di dalam 

Pelayanan Penyedian Informasi Publik di Kota Pekanbaru. Adapun metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk 

pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam 

mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota pekanbaru sudah sesuai 

dengan Undang – undang  Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Meskipun demikian 

masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya, baik kendala teknis 

maupun non teknis. Hasil  hasil penelitian ini menyarakan Kota Pekanbaru untuk 

dilakukan penambahan staf / sumber daya manusia di bidang IT, Penambahan 

ruangan tersendiri untuk aktivitas dan penyimpanan data bagi PPID Pembantu  

dan membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat OPD yang membidangi 

sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu dan memudahkan masyarakat 

untuk megakses informasi publik. 

 

 

Kata kunci: Peranan, Informasi Publik, Pelayanan Informasi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang menganut azaz desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan 

terhadap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daearah. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat sejahtera sebagai mana yang diinginkan dapat segera terlaksana. 

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar.System 

pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia menurut Undang-Undang dasar 

1945 memberikan keluasan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah.Dalam menyelenggarakan otonomi daearah, dipandang perlu untuk lebih 

menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan 

keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.Oleh 

karenanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertangging jawab secara profrsional. 

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan 

republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 
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Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah 

Indonesia baik pusat maupun daerah yang belum terselesaikan.Tujuan utama 

reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah 

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan 

kebijakanotonomi daerah tiada lain untuk semakin mendekatkan pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyarakat.  

Dengan memberikan kekuasaan otonomiyangluas, nyata dan 

bertanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, pemerintah 

daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan 

ekonomis. Dengan kata lain “Reformasi Administrasi” di Indonesia harus sesegera 

mungkin menjadi pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun 

daerah guna mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, sehat, dan 

berwibawa. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih baik dipusat maupun didaerah 

merupakan dambaan setiap warganegara di manapun. Hal tersebut telah menjadi 

tuntutan masyarakat selama ini, yang dimana hak-hak sipil mereka kurang 

memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup didalam 

Negara hukum Republik Indonesia. Padahal pelayanan terhadap masyarakat 

(Pelayanan Publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang 

tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratisyang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan 

kedamaian (good governance). 
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Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menggunakan instrumen 

hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga 

negaranya, sehingga dasar legalitasinya berdasarkan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis.  Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan, negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 

serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya. 

Good governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada 

keinginan-keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintah dan 

penyelenggara Negara untuk berpegang teguh pada peraturan   perundangan dan 

kepatutan. Namun yang juga sangat mendasari  dan kerelaan para penyelenggara 

pemerintahan serta penyelenggara Negara untuk bersedia dikontrol dan diawasi ; 

baik secara internal maupun eksternal. 

Asas Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan  negara yang terdiri dari atas : 

a. Kepastian Hukum 

b. Tertip Penyelenggara Negara 

c. Kepentingan Umum 

d. Keterbukaan 

e. Proporsionalitas 

f. Profesionalitas 

g. Akuntabilitas 

h. Efesiensi 

i. Efektifitas, dan 

j. Keadilan
1
 

                                                             
1
Undang – Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, pasal  58 hal 39 
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Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi adalah 

keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna 

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar , 

dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 

elektronik. Informasi semakin dibutukan oleh banyak orang untuk 

mengembangkan pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal 

telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. 

Bagian terpenting didalaam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa 

informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula 

dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang kearah 

yang lebih baik. 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelolah, 

dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik  lainnya yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan public.
2
 

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi 

public telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Yang dimaksud dengan 

mengimplemtasikan adalah mempersiap perangkat, sarana dan prasaran hal ini 

                                                             
2
Undang – Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi 

Lainnya 
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dapat kita lihat pada tujuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaam informasi Publik yaitu : 

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan public, program kebijakan public, dan proses pengambilan 

keputusan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

public. 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan public. 

4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bai, yaitu yang transparan, 

efektif, dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 

5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan/atau 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan 

Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3
 

 

Pada tataran ini adanya perubahan pradigma mengenai informasi, data dan 

layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normative hak 

dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah 

tergambar dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, 

yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi public 

yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua 

                                                             
3
Undang – Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi 

Lainnya 
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informasi public, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, 

interkoneksi antar Lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan 

terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan 

system.
4
 

Dalam menjalankan kewajiban yang yang disyaratkan Undang – Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterbukaan Informasi Publik berdasarkan pasal 7 

Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 Peraturan Komisi Informasi 

Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu : 

a. Badan Publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetpkan 

peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi 

public, 

b. Menunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dukumentasi (PPID) 

dan Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh 

Informasi public yang dikelola, 

c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi 

public yang dikelola, 

 

Mengenai harus adanya keberadaan PPID, telah diatur dalam peraturan 

perundangan diantaranya. 

1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 13 ayat (1) : “ Untuk 

mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”, 

2. Undang – Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara 

Repulik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara 

Nomor 5071), 

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelyanan Publik, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

4. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang – 

                                                             
4
 Arif Mudatsir Mandan, Sekilas Tentang UU KIP, Makalah Dipersentasikan Pada Seminar UU 

KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, Hal 14,  

Http://WWW.Depkumham.Go.id 
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Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi di Kementrian Komunikasi dan Informatika 

(Perubahan). 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Kemenrterian Komunikasi dan Informatika. 

6. Permendagri No 35 Tahun 2010, pasal 7 ayat (1) : “ Untuk mengelola 

pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID. 

7. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 489 – 121 Tahun 2016 Tentang 

sususnan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi 

dilingkungan dalam negeri. 

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika no 117 tentang organisasi 

pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkungan di kementerian 

komunikasi dan informatika. 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

 

Demi menjalankan amanat Undang – Undang Keterbukaan Informasi 

Publik Nomor 14 Tahun 2008 tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mendirikan Pusat 

Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kota Pekanbaru sebagai sentral 

Pelayanan Informasi Publik di Kota Pekanbaru yang terpusat dengan sistem 

terdesentralistik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang pelayanan, 

pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan 

bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana disebut didalam 

peraturan ini.
5
 

Melihat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

                                                             
5
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 



8 
 

sangat vital dalam penyelenggaraan pelayanan maupun Penyediaan Informasi 

maka Pemerintah Kota Pekanbaru Menetapkan : 

a. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru. 

b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kota Pekanbaru berada di 

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. PPID Kota 

Pekanbaru beroperasi dan aktif memberikan pelayanan informasi yang dilakukan 

setiap hari kerja (senin s/d jum’at) mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 

WIB. 

Maksud dan tujuan pembenrtukan PPID dilingkungan Kota Pekanbaru 

ialah pejabat yang bertanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola informasi 

dan dokumentasi atau PPID Kota Pekanbaru dalam menyediakan informasi 

tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi public 

yang dapat diakses oleh masyarakat melalaui PPID Utama dengan PPID Utama 

maka seluru OPD lembaga terkait dengan informasi public menyerahkan daftar 

informasi public yang dapat diakses masyarakat melalui PPID Utama sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih dalam pelayanan masyarakat. 

Adapun tujuan pembentukan PPID tersebut ialah : 

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencanan pembutan 
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kebijakan publik, program kebijakan public, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam peruses pengambilan kebijakan 

publik. 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

public dan pengelolaaan Badan Publik yang baik. 

4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif, dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan 

Publik untuk mengahasilakan laynan informasi public yang berkualitas. 

Hakikat pelayanan informasi public adalah pemberian pelayanan kepada 

pemohon informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsioanal, 

dan cara sedehana pengecualian informasi public bersifat ketat dan tebatas 

kewajiban badan public untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan 

informasi. 

Kedudukan PPID sebagai : 

1. Kedudukan dan penunjukan PPID Kota Pekanbaru 

a. PPID berkedudukan dikantor  Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. 

b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru. 
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c. Ketua PPID adalah kepala Dinas Komunikas dan Informatika dan 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. 

2. Kedudukan dan penunjukan PPID Pembantu/SKPD 

a. PPID Pembantu /SKPD berkedudukan di satuan kerja masing – masing  

b. SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
6
 

PPID Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Keputusan Waliokota Pekanbaru 

Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dikumentasi 

Kota Pekanbaru dan diubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

1. Tugas PPID Kota Pekanbaru : 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada public. 

c. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. 

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi. 

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat.
7
 

Pejabat PPID dalam menjalankan tugasnya melakukan kegiatan sosialisasi 

                                                             
6
Profil PPID Pekanbaru 

7Peraturan Walikota Pekanbaru No 10 Tahun 2017 Tentang  Pedoman 

Pengelolaan pegelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru 
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumntasi (PPID) Kota Pekanbaru seperti yang 

terlihat pada tabel dibawahini : 

Tabel I.I  Kegiatan Sosialsisasi PPID Kota Pekanbaru 

No Waktu Kegiatan Tempat Kegiatan 

1.  24 – 25 November 2015 Gedung Graha Pena Riau 

2.  03 April 2017 Aula Kantor Walikota Pekanbaru 

Sumber :PPID Kota pekanbaru 

Dari jadwal tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh PPID Kota 

pekanbaru tergolong sangat minim, sehingga masih banyak masyarakat yang 

belum mendengar ataupun mengetahui tentang maksud dan tujuan Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sampai 

pada peran PPID tersebut, dan juga dapat juga dilihat jika tempat pelaksanaan 

sosialisasi bahwa temapt pelakaksanaan tidak terbuka untuk umum dan sosilasisai 

tidak memperhatikan sasaran masyarakat yang akan membutukan informasi 

public sehingga sosialisasi tersebut hanya di hadiri oleh para penyelenggara 

pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat. 

Pejabat PPID KotaPekanbaru dalam melakukan konsultasi sangat minim 

karena dapat dilhat pada table di bawa ini : 

Tabel 1.2 Kegiatan Kosulidasi PPID Kota Pekanbaru 

No Waktu Kegiatan Tempat Kegiatan 

1 03 Februari 2018 Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau 

2 04 oktober 2018 Kemenkominfo Jakarta 

Sumber : PPID Kota Pekanbaru 

Hal ini menggambarkan bahwa PPID Kota Pekanbaru minim sekali 

berkosultasi kepada mitra kerjanya, hal ini dapat membuat PPID kota pekanbaru 

kurang akan pemahaman tentang pengelollan informasi public maupun tentang 

penyelesaian sengketa dan lain sebaginya yang mecakup aspek keterbukaan 
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informasi publik. 

Sampai saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru Belum mengeluarkan Daftar 

Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan untuk Kota pekanbaru masih mengacu 

kepada DIP yang dikecualikan menurut Peraturan Perundang – Undagan seperti 

informasi megenai rekam medis, persaingan usaha, Mengahambat proses 

penegakan hukum dan informasi yang dikecualikan lainnya. 

PPID Kota Pekanbaru juga belum mempublikasiakan data yang diakses 

oleh masayarat seperti data Anggaran, APBD, Renstra, RKPD dan RPJMD. Ini 

menggamabarkan bahwa PPID kota Pekanbaru belum mengakomodir Kebutuahan 

– Kebutahan informasi yang berkaitan dengan Transparansi untuk masyarakat 

dalam penggunaan dana APBD dalam Prooses pembangunan dan lainnya untuk 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ Peranan Kepala Dinas Komunikas Dan Informatika, 

Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah – masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kurangnya rencana dan inovasi PPID dalam memberikan Pelayanan 

Penyediaan Informasi dan Dokumentasi. 
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2. Berkenaan dengan pengetahuan masyarakat tentang PPID Kota 

Pekanbaru kepada masyarakat sangat minim, dikarenakan sosilisai 

yang dilakukan sangat sedikit dan sosilisasi juga dilaksanakan di 

tempat tertutup dan bukan tempat umum atau bersifat terbuka. 

3. Minimnya kosultasi yang di lakukan PPID kepada Komisi Informasi 

Publik dan lembaga lainnya. 

4. PPID kota Pekanbaru menyajikan Informasi Publik di Website juga 

sangat susah di akses oleh masyarakat, karena informasi yang 

disediakan tidak terbaharui. 

5. Proses peyedian informasi public yang lambat dan tidak transparan. 

Berawal dari latar belakang malah tersebut yang telah ditulisakan diatas 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis sajikan dalam 

sebuah karya ilmia dalam bentuk tesis yang berjudul : “ Peranan Kapala Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sebagai pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyediaan 

Informasi Publik Di Kota Pekanbaru”. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapatlah 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :“ Bagaimana Peranan 

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan 

Penyedian Informasi Publik Dikota Pekanbaru” 
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1.4 Batasan Masalah 

 Menagacu Pada permaslahan diatas maka penelitian ini dibatasi dengan 

Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian 

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan 

Penyedian Informasi Publik Di Kota Pekanbaru sebagai objek penelitian sehingga 

penulis lebih memfokuskan penelitian ini Tugas PPID Kota Pekanbaru : 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada public. 

c. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. 

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi. 

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah di tuliskan diatas, penulis 

dalam melakukan penelitian ini memiliki suatu tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan 

Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi 

Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyedian Informasi Publik di 
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Kota Pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui hambatan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Dan 

Informatika, Statistik Dan Persandian Sebagai Pejabat Pengelola Informasi 

Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyedian Informasi Publik di 

Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui eksistensi Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di 

Kota Pekanbaru. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan bagi PPID Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

dalam pelayanan penyedian informasi public di Kota Pekanbaru.. 

2. Dengan penelitian ini juga berguna bagi penulis sendiri untuk menambah 

pengalaman dibidang penelitian. 

3. Menambah sumber informasi dan referensi bagi pihak yang akan meniliti 

dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Kepustakaan 

   Dalam  sebuah penelitian sangat diperlukan kejelasan konsep penelitian 

yang di gunakan. Untuk itu peneliti merangkai beberapa konsep penelitian yang di 

dalamnya terdapat pendapat dan teori – teori dari para ahli yang terutama 

bertujuuan untuk menghubungkan pada permasalahan. 

2.1.1  Teori Pemerintahan 

Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaiakan, 

mengajak kepada kebenaran  melarang dari hal buruk itulah hal yang beruntung 

dalam rahman.
1
 

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang 

mengurusi dan mengatur tata ketatanegaraan . Pemerintahan berasal dari kata 

“perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut : 

1. Mendapat awalan “Pe” menjadi kata “Pemerintahan” berararti badan atau 

organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatau negara. 

2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “ Pemerintahan” berarti prihal, cara , 

perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.
2
 

                                                             
1kitab suci al- qur’an (3 : 104) 
2
Inu Kencana Syafiie, 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan.Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 3 
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Pemerintahan adalah organ yanag berwenang memperoses pelayanan 

publikdan berkewajiban memperoses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui 

hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah 

hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
3
 

Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut : 

a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – 

unsur dinas , berhubungan dengan keserasiaan kedalam dan hubungan 

antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili 

oleh dinas itu; 

b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari 

setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara 

sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi 

pengawasan dalam dan keluar; 

c. Suatu ilmu pengetahuaan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan 

antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan antara 

pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat 

keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efesien dalam 

pemerintahan; 

d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti 

yang seluas – luasnya, baik terhadap susunan , maupun organisasi alat yang 

                                                             
3
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2, Rineka Cipta 

Jakarta, Hal. 6 
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menyelengarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode – metode 

bekerja yang setepat – tepatnya untuk mencapai tujuan negara.
4
 

Tujuanutama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, 

pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. 

Ada dua macam fungsi pemerintahan , yaitu fungsi primer dan fungsi 

sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus – menerus berjalan dan 

berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer 

tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial 

masyarakat. Semakin meningkatkan kondisi yang diperintah, semakin meningkat 

pula fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu 

fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang 

diperintah.
5
 

Menurut Rosenthal dan Syafii’e bahwa pemerintahan adalah ilmu yang 

meenggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan 

proses pemerintahan umum.
6 

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu 

                                                             
4
Inu Kencana Syafiie, 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 6 

5
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2, Rineka Cipta 

Jakarta, Hal. 76 
6
Inu Kencana Syafiie, 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 

21 
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mencakup 2 (dua) unsure utama yaitu : 

1. Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk 

seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari 

sudut kemanusian. 

2. Masalah bagaimana sebaiknya pemimpin pelayanan umum, jadi tidak 

hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya 

mendekati masyrakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik. 

Masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan 

masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan lain sebagainya. 

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena 

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya 

sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen 

tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu 

memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan 

rakyat.Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban 

atas kepentingan rakyat lebih lanjut draha juga mengatakan bahwa pemerintah 

adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual alat 

pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk jas publik atau layanan civil.
7 

Sejalan denagan itu. Kaufman menyebutkan bahwa :
8
 Tugas pemerintahan 

adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih 

                                                             
7
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2, Rineka Cipta 

Jakarta, Hal. 7 
8
Thona, Miftah. 1996. Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, hal. 101 
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lanjut bahwa tugas psan pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan 

kepentingan umum, mempermudahkan urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasan power 

yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. 

Pendapat lain dikemukan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum 

tugas – tugas pokok pemerintahan mencakup ;
9
 

1. Menjamin kemanan Negara dari segala kemungkinan seranagan dan 

luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang  

dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara – cara 

kekerasan. 

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok – gontokan 

diantara warga masyarakat, menjalin agar perubahan apapun yang 

terjadi didalam masyarakat memberikan pelayanan dalam bidang – 

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga – lembaga non 

pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 

3. Melakukan upaya – upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, 

membantu orang miskin dan memelihara dapat berlangsung secara 

damai. 

4. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melarbelakangi 

keberadaan mereka. 

5. Melakukan pekerjaan umum dan  

6. orang cacat, jompo dan anak terlantar : menampung serta menyalurkan 

para gelandangan kesektor kegiatan produktif dan semacamnya. 

7. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, 

seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan 

kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta 

kebijakan yang lain secara langsung menjamin peningkatan ketahanan 

ekonomi negara dan masyarakat. 

8. Menerapkan kebijkan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. 

   Lebih lanjut dibagian lain Rasyid, mengatakan bahwa tugas – tugas pokok 

pemerintahan dapat diringkas menjadi 3 ( tiga ) fungsi hakik yaitu :
10

 

                                                             
9
Rasyid, M. Ryaas, Op.Cit, hal. 13 

10
Ibid, hal. 59 
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1. Pelayanan ( service ) 

2. Pemberdayaan ( empowerment ) 

3. Pembagunan ( development ) 

    Pelayanan akan membuakan keadailan dalam masyarakat, pemberdayaan 

akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembagunan akan menciptakan 

kemakmuran masyarakat. 

   Sementara itu Ndraha, menegaskan fungsi pemerintahan tersebut dapat 

diringkas menjadi 2 ( dua ) macam fungsi, yaitu :
11

 

1. Pemerintahan mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan              

( service ), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan 

layanan civil termasuk layanan birokrasi. 

2. Pemerintah mempunyai fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan ( 

empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan 

program pemberdayaan. 

   Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer dan fungsi 

sekunder, fungsi primer yaitu sebagai provider jasa – jasa publik yang tidak dapat 

di privatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi, 

sementara itu fungsi skunder adalah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan 

yang di perintah akan barang dan jasa yang tidak mampu mereka penuhi sendiri 

karena masih lemah dan tidak berdaya. 
12

Adapun fungsi – fungsi pemerintahan 
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Ndraha, Taliziduhu, Op.Cit., hal. 85 
12

Ndraha, Taliziduhu, Op.Cit., hal. 79 
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sebagai berikut: 

A. Fungsi Primer 

  Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus menerus 

dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang 

diperintah.Maksudnya ialah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh 

pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru 

semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi 

primer dibedakan menjadi 2 ( dua) : 

1. Fungsi Pelayanan 

  Fungsi utama pemerintah adalah member pelayanan terbaik 

untukmemenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan 

dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang 

memberikan pelayanan. Semua ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan 

dilakukan oleh seluru negara didunia.
13 

2. Fungsi Pengaturan 

  Pemerintah memiliki fungsi pengaturan  ( regulating ) untuk mengatur 

seluruh sektordengan kebijakan dalam bentuk undang – undang. Peraturan 

pemerintah, dan peraturan lainnyam maksud dari fungsi ini adalah stabilitas 

                                                             
13

Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology I, Rineka Cipta Jakarta, Hal. 7 
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negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.
14 

B. Fungsi Sekunder  

 Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan 

kondisi dan situasi masyarakat.Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup 

masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin intngrative 

yang di perintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi 

sekunder dibedakan menjadi : 

1. Fungsi pembangunan 

  Fungsi pembangunan dijalakan apabila kondisi masyarakat melemah dan 

pembagunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik ( menuju taraf 

yang lebih sejahtera ). Negara – negara terbelakang dan berkembang menjalankan 

fungsi ini lebih gencar daripada negara maju. 

2. Fungsi Pemberdayaan  

  Fungsi pemberdayaan dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill 

dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya 

masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu 

membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan 

– pemberdayan yang dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang 

dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. 

                                                             
14

Muhadam, L. Tahun 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan 

Pengembangannya, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 22 
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Pemberdayaan ini dilkukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM)  atau masyarakat. 

  Dengan demikian luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintah, 

menjadikan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar. Untuk 

mengemban tugas yang sangat bearat itu, selain diperlukan sumber daya, 

dukungan lingkungan, dibutukan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang 

memiliki prilaku yang sesui dengan nilai dan norma yang berlaku didalam 

masyarakat dan pemerintahan. Langkah tersebut perlu di implementasikan oleh 

pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan – peubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk 

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberi 

pelayanan kepada masyarakat. 

2.1.2 Teori Komunikasi 

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris communication mempunyai 

banyak arti. Menurut asal katanya (etimologi), istilah komunikasi berasal dari 

bahasa latin yaitu communis, yang berarti sama (common). Dari kata communis  

berubah menjadi kata kerja communicare, yang berarti menyebarkan atau 

memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang 

sama. 

Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan 

pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini 

memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran 
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dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari 

lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran publik. 

Komunikasi pemerintahan yang baik dapat berkontribusi pada 

kepemerintahan yang baik. yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik 

menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun diantara 

Negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep 

kepemerintahan yang baik, yaitu : 

1. Negara/pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan 

ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia 

usaha dan masyarakat. 

2. Swasta memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbale balik 

melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam 

pembangunan. 

Kepemerintahan yang baik memerlukan tiga hal yaitu state capability, 

accountability, dan responsiveness. 

1. State capability – Kemampuan Negara dalam hal ini para pemimpin dan 

pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu. 

2. Accountability – Kemampuan warga, masyarakat sipil maupun sektor 

swasta. 

3. Responsiveness – Tangaapan yang diberikan oleh pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara. 
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2.1.3 Teori Peranan 

  Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek 

yang dinamis dari ststus atau aspek fungsional dari kedudukan.Bila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang 

tersebut telah menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang 

tersebut telah menjalankan perannya.Jadi peranan yang dimkasud adalah tingkah 

laku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. 

  Peranan merupakan proses dinamis kedudukan ( status ). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan 

menjalankan suatu peranan.Perbedaan antara kedudukan dan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya
15, 

perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain 

dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa da kedudukan, atau kedudukan tanpa 

peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal 

arti, seperti setiap orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari 

pola – pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. 

  Bahwa peranan ( role ) merupakan aspek dinamis kedudukan ( status ). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban  sesuai dengan keudukannya, 

                                                             
15

Soerjono Soekanto ; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta. Hal. 

212-213 



27 
 

maka ia menjalankan peranan. 

Levinson (dalam Soekanto)  membagi peran menjadi : 

a. Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang 

atau lembaga yang didasarkan paada sepakat norma yang berlaku 

pada kehidupan masyarakat. 

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai – nilai ideal yan seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem . 

c. Peranan yang seharusnya dilakukan seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di 

masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. 
16

 

  Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara 

peran – peran individu yang berlaku dalam masyarakat.Jadi seseorang menduduki 

suatu posisi dalam masyrakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan 

mencakup tiga ( 3 ) hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                             
16

Soekanto, Ibid 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.
17

 

  Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilakukan.
18 

  Analisis terhadap prilaku peranan dapat diuraikan melalui 3 pendekatan : 

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang 

perilaku yang harus ditampilkan seorang dalam membawah 

peranannya. 

2. Gambaran peranan yaitu suatu gambaran tentang prilaku yang secara 

actual ditampilkan seseorang dalam membawa peranannya. 

3. Harapan peranan, yaitu harapan orang – orang terhadap prilaku yang 

ditampilkan seseorang dalam menjalankannya.
19

 

Peranan menurut Komarudin yaitu : 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajeman. 

b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata. 

d. Fungsi yang diharapakan dari seseorang atau menjadi karateristik yang ada 

padanya. 

e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.
20

 

  Jadi peranan menunjukan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, 

kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu 

                                                             
17

Soekanto, Ibid. hal 246 
18

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990 
19

Soekanto, Ibid hal 69 
20

Komarudin, 1994, Esiklopedia Manajemen, Edisi Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 768 
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tugasatau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya. 

  Menurut Ndraha disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam 

pembangunan adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis. 

b. Menggerakan partisioasi masyarakat. 

c. Memberikan simulasi dan maotifasi kepada masyarakat. 

d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai 

alternatif mengambil keputusan. 

  Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, 

orientasi, maupun disiplin ilmu, selain pisikologis, teori peranan berawal dari dan 

masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.
21

 

  Bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi 

dengan siapa iasedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan 

yang akan dilakukan ditentukan oleh: 

a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma 

keseragaman pada kelompok / masyarakat dalam situasi yang sama. 

b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar 

untuk menjalankannya. 

c. Apabilah individu dihadapkan pada situasi lebih dari suatu norma yang 

dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan 

modifikas norma – norma.
22

 

  Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan 

keadaan, disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat 

mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat 

                                                             
21

Giroth, Lexie, M. 2004, Status dan Peran Pendidikan Pamong  Praja Indonesia,  Indrapraharta ; 

Jakarta, hal 25  
22

Giroth, Ibid, hal 27 
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tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang di patuhi dari 

hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma – norma yang 

lain. 

2.1.4 Teori Koordinasi 

  Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
23

 

  Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – 

kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (dapertemen – departemen atau 

bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara 

efesien dan efektif. 
24

 

  Koordinasi adalah usaha untuk mengarhkan kegiatan seluruh unit – unit 

organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk 

mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanyakoordinasi akan 

dapat keselarasan aktivitas diantara unit – unit organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi.
25

 

  Selanjutnya farland (dalam Sufian) menjelaskan bahwa cirri – ciri dari 

koordinasi adalah: 

                                                             
23

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manuasi (edisi revisi cetakan ketiga 

belas). Jakarta : PT. Bumi Aksara hal. 85 
24

Handoko, T.Hani, 2003, Manajemen Edisi kedua, BPFE : Yogyakarta, hal. 195 
25

Manullang, M, 2006, Dasar – dasar Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 

hal. 72 
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a. Adanya proses dimana pekerjaan dari pimpinan bersifat berkisinambungan 

dan harus dikembangkan agar tercapai tujuannya. 

b. Pengurusan secara teratur usaha kelompok karena koordinasi adalah 

konsep yang ditetapkan dalam kelompok bukan terhadap usaha – usaha 

individu. 

c. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pompinan sebagai penanggung 

jawab berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai. 

d. Konsep kesatuan tindakan pimpinan harusnya mengatur adanya keserasian 

dalam mencapai hasil dan merupakan kewajiban pimpinan untuk 

mem[peroleh koordinasi yang baik. 

e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha 

meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta 

melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
26

 

 

  Beberapa syarat – syarat yang baik dalam koordinasi adalah sebagai 

berikut:
27

 

a. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif akan member bantuan 

untuk mencapai koordinasi dan prosedur. 

b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antar oimpinan dengaan staf sub 

– sub organisasi suatu instansi. 

c. Adanya pembagian dan hubungan kerja antar kelompok dalam bentuk 

kerjasama. 

d. Adanya pertemuan melalui rapat antar kelompok – kelompok untuk 

membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi. 

  Menurut Soewarno ciri – ciri koordinasi adalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. 

b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama. 

c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus. 

d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. 

e. Kosep kesatuan tindakan. 

f. Tujuaan koordinasi adalah tujuan bersama.
28

 

  Selanjutnya Soewarno menyebutkan bahwa hakekat koordinasi adalah 

sebagai berikut; 

                                                             
26

Sufian, 1995Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi, UIR Press, Pekanbaru,  hal. 261 
27

Sufian, 1995Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi, UIR Press, Pekanbaru,  hal. 262 
28

Handayaningrat, Soewarno, 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta 

:Gunung Agung. hal. 118 
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a. Koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian habis 

tugas dimana setiap satuan kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas 

pokok organisasi secara keseluruhan. 

b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsional dimana setiap satuan 

kerja hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi. 

c. Koordinasi hanya dapat berhasil dngan ketentuan sarana komunikasi yang 

baik. 

  Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara 

terus – menerus dan berkisinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan. 

Mengupayakan hubungan dan pertemuan – pertemuan diantara berbagai pihak 

yang terkait, serta membangun keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan 

pandangan dapat didiskusikan dan dipecakan bersama. 

2.1.5 Teori Pelayanan Publik 

  Undang – Undang Dasar 1945 telah mengemanatkan bahwa Negara wajib 

melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan 

umum, yang menjadi asal – usul timbulnya istilah pelayanan umum.Oleh karena 

itu antara kepentingan umum dan pelayanan umum adanya hubungan yang saling 

berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat 

juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan 

kegiatan organisasi. 

 Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain 

yang dapat memberikan suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat berupa 

kepuasan yang diberikan untuk tidak terikat pada satu benda. 
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Pelayanan public dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang 

yang dilakukan oleh birokrasi public untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam Dwiyanto, pelayanan umum merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kewenangan akan tetapi tidak 

disebabkan oleh hal itu saja melainkan pemerintah memang harus 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan public yang 

diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan, 

karena masyarakat berjhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara 

prima atau pelayanan yang berkualitas.
29 

  Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktifitas seseorang 

sekelolompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan.
30 

  Cowel dan Cotler dalam Awang menyatakan bahwa layanan pada 

dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (intangible) serta tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu.
31

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu yang dicantumkan peneliti merupakan upaya pencarian 

perbandingan antara penerlitian terdahulu dengan penelitain yang dilakukan oleh 

penerliti, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan 

penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis anggap 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan anatara lain: 

 

                                                             
29

Dwiyanto, Agus. 2005. Manajemen Good Government Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta, 

Gajah Mada University Press. Hal. 141 
30

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik.Alfabeta. Bandung. Hal. 128 
31

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Pustaka 

Pelajar. Hal. 68 
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Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 

 

Nama Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Asnianti 2018 Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Motivasi 

dan Kedisiplinan 

terhadap Kinerja  

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Banteng 

Sama-sama 

meneliti 

tentang  

Informasi 

Publik 

 Penelitian 
terdahulu 

meggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

    Sedangkan 

penulis 

lakukan 

penelitian 

kualitatif 

 

 

Niboru 

Rohid 

2017 Manajemen 

Komunikasi dalam 

Pelayanan 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

kepada Masyarakat 

di Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi  (PPID) 

Kabupaten Tuban 

Sama-sama 

meneliti 

tentang  

Informasi 

Publik dan 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

 Penelitian 
terdahulu  

mengkaji 

bagaimana 

manajemn 

komunikasi 

antar internal 

dalam 

menyampaika

n informasi 

public kepada 

masyarakat. 

 

 Sedangkan 

penelitian 

yang penulis 

mengkaji 

bagaimana 

peranan 

kapala dinas 

sebagai 

pejabat 

pengelola 

informasi 

publik. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

  Dalam menjalankan peranan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Penyedian Informasi Publik di Kota 

Pekanbaru tentu saja tidak berjalan tanpa adanya komponen – komponen yang 

merupakan suatu dasar dalam keberhasilan. 

 Berdasarkan variabel penelitian kemudian diukur dengan teori yang 

dijadikan sebagai indicator serta fenomena terjadi maka peneulis akan 

menjelaskan hubungan antara unsure – unsure tersebut agar tidak terjadi 

keselahan dan penafsiran makna.Adapun untuk melihat bagaimana menilai 

Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika, Staistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru. 

 Dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru penulis 

menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengukur peranan Kepala Dinas Komunikasi 

Dan Informatika, Staistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. 
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Sumber:Modifikasi Penulis 2019, 

 

 

        Gambar II.1 :Kerangka Pikir Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi 

dan Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Pelayanan 

Penyediaan Informasi Publik di Kota Pekanbaru 
 

 

 

Peranan Sebagai Pejabat Pengelola 

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) 

Dalam Pelayanan Informasi Publik  

Levinson dalam Soekanto (2009:213) 
 

1. Rule :  

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  pengumpulanbahan dan 

dokumentasi dari PPID pembantu. 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau 

memberikan pelayanan informasi kepada public. 

c. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi public yang dikecualikan. 

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi.. 

f. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untik  diakses oleh 

masyarakat. 

 

2.  Personal : 

a. Kepemimpinan 

b. Komitmen 

c. Kapasitas 

 

3. Struktur Sosial : 

a. Masyarakat 

b. Civil Society 

c. Informasi Teknologi 

Dinas Komunikasi Dan Informatika, 

Statistik Dan Persandian Kota 

Pekanbaru 

 

Output 
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2.4 Konsep Operasional 

  Untuk memudahkan dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan 

pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka 

perlu diljelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut : 

1. Peranan merupkan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota. 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian adalah merupakan 

unsure pelaksana otonomi daerah. 

4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik, 

5. Informasi public adalahinformasi public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan 

penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

public yang sesuai dengan undang – undang ini serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 
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6. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dam badan lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara.yang sebagian atau seluru danannya bersumber dari APBN. 

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat 

adalah mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah menjadi 

informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

2.5 Operasional Variabel  

 Operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dan 

variabel sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.
32

 

 Untuk memudahkan memahami arah penelitian tentang Peranan Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyedian Informasi 

Publik di Kota Pekanbaru maka dilakukan operasioanl variabel yang dapat dilihat 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

Usman, Huaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi 

Aksara 
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Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi 

 dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat 

 Pengelola Informasi dan Dokumantasi Dalam Pelayanan nformasi 

 Publik di Kota Pekanbaru 

 
Konsep Dimensi Variabel Indikator Sub Indikator 

1 2 3 4 5 

Peranan Kepala 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika, 

Statistik dan 

Persandian sebagai 

Pejabat Pengelola 

Informasi dan 

Dokumantasi Dalam 

Pelayanan Informasi 

Publik di Kota 

Pekanbaru 

Peranan 

merupakan 

aspek dinamis 

kedudukan 

(status) 

apabila 

seseorang 

melaksanakan 

hak dan 

kewajibannya 

maka ia 

menjalankan 

suatu peranan  

 

(Soekanto, 

Soerjono, 

2002, Teori 

Peranan, 

Jakarta, Bumi 

Aksara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rule 

 

 

 

1. Mengkoordinasi

kan dan 

megkonsolidasik

an 

pengumpulanba

han  informasi 

dan 

dokumentasidari 

PPID pembantu 

 

 

2. Menyimpan, 

mendokumentai

kan, 

menyediakan 

dan memberikan 

pelayanan 

informasi 

kepada publik. 

 

 

 

3. Melakukan 

verifikasi bahan  

informasi public. 

 

 

 

4. Melakukan uji 

konsekuensi atas 

informasi public 

yang 

dikecualikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tugas masing – masing 

bagian dari struktur 

PPID. 

b. Koordinasi terkait PPID. 

c. Mengumpulkan dan 

mengola berbagai data 

informasi 

 

 

a. Menetapkan daftar 

informasi publik. 

b. Mengakses data dalam 

pelayanan informasi 

kepada publik. 

c. Kebijakan terkait 

penyediaan informasi 

dan dokumentasi publik. 

 

a. Melakukan uji verifikasi 

dan dokumentasi public. 

b. Melakukan koordinasi 

terkait data pemohon. 

 

 

 

a. Melakukan koreksi 

informasi dan 

dokumentasi yang akan 

diserahkan kepada 

pemohon. 

b. Menyediakan informasi 

dengan pencatatan 

sumber – sumber. 

c. Evaluasi terhadap 

informasi dan 

dokumentasi dalam 

memastikan kebenaran 

informasi dan 

dokumentasi yang 

diminta. 
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1 2 3 4 5 

   

 

 

 

Rule 

 

5. Melakukan 

Pemuktahiran 

Informasi dan 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

6. Menyediakan 

Informasi dan 

Dokumentasi 

untik  diakses 

oleh masyarakat 

 

a.Melakukan pemuktahiran 

informasi dan dokumentasi 

b. Memberikan kepastian 

kebenaran informasi. 

c.Member jaminan 

kebenaran informasi dan 

dokumentasi yang 

diberikan. 

 

 

a. Melakukan 

sosialisasi/publikasi 

terkait keberadaan PPID. 

b. Merampingkan 

persyaratan dan waktu 

pelayanan. 

c. Menyediakan bahan 

informasi public dengan 

menyesuaiakan 

perubahan dan 

perkembangan. 

d. Menyediakan sarana dan 

prasarana dalam 

pemberian informasi 

public 

e. Mengidentifikasi 

kompetensi SDM, sarana 

prasarana, dan anggaran 

dalam penyebaran 

informasi public. 

   

 

 

 

 

 

Personal 

1. Kepemimpinan 

 

 

 

2. Komitmen 

 

 

 

  

3. Kapasitas 

a. Kepemimpinan 

procedural 

b. Kepemimpinan substansi 

 

a. Komitmen kepala dinas  

b. Komitmen Kepala 

Bidang 

c. Komitmen Kasi/staf 

 

a. Pendidikan 

b. Masa Kerja 

c. Pelatihan 

   

 

 

 

Struktur 

Sosial 

1. Masyarakat 

 

2. Civil Society 

 

3. Informasi 

Teknologi 

a. Pemahaman masyarakat 

terhadap PPID 

a. Respon civil society 

terhadap PPID 

a. Kemudahan dengan 

teknolgi informasi 

terhadap layanan PPPID 

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan 

pada pengamatan penulisan dilapangan dengan cara pengumpulan data, 

mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap 

masalah. 
1
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata – kata dan 

berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan 

penulis memperoleh hasil penelitian yang obyektif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisa 

perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, 

pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan.Kajian kualitatif sangat 

penting dalam perkembangan teori, perkembangan kebijakan, kemajuan dibidang 

pendidikan, penerang untuk permasalahan sosial, dan stimulus aksi. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengunakan latar ilmiah, 

dengan maksud menafsirkan yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.
2
Sedangkan menurut Kountur mengatakan bahwa 

penelitian deskriptif (descriptif research) adalah jenis penelitian yang 

                                                             
1
Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.Bandung : Alfabet. Hal. 

80 
2
Aan Komariah dan Djam’an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 

Hal. 23 
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memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin 

tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.
3
 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kota Pekanbaru yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Statistik Kota Pekanbaru. Alasan memili lokasi penelitian ini karenaadanya 

relevansi masalah yang diteliti dimana terdapat beberapa hal yang ada kaitannya 

dengan standar pelayanan publik terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3.3 Informan Peneliti 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah informan 

yangberkompeten dan mempunyai relavansi dengan penelitian yang penulis 

lakukan ini. Menurut Bungin informan adalah orang yang diwawancarai atau 

diminta informasi oleh para pewawancara, artinya orang yang dianggap 

menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian, sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami 

informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 

objek penelitian.
4
 

Sehubungan dengan penelitian ini tentang peran Kepala Dinas Komunikasi 

dan Informatika, statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Innformasi 

dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru, Pelayanan infomasi public di PPID 

                                                             
3
Kountur, Ronny.2005. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.Jakarta : PPM. Hal. 

105 
4
Burhan, Bungin. 2009.  Analisis Penelitian Data Kualitatif.Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 108 
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Kota Pekanbaru yaitu sebagai informan ialah Kadis Kominfo sebagai Kepala 

PPID Kota Pekanbaru, Tim IT atau Fungsional Pengelola System Informasi, Tim 

dokumentasi dan kerasipan petugas pelayanan, fungsional dan penyelesaian 

sengketa, masyarakat dan civil society (fitra Riau). 

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan jumlah informan dalam 

penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa 

penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa 

penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat 

sementara. Hal ini disebabkan karena penulis akan menyesuaikan petunjuk yang 

didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini. Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi informan, dan berapa 

jumlahnya baru dapat diketahui setelah penelitian ini selesai. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang representatif dan akurat dalam penelitian ini 

maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari informen melalau wawancara 

adapun data primer tersebut ialah: 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada public. 
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c. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. 

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi. 

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat 

 

b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh 

dari Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di Kota Pekanbaru yang manfaatnya 

dapat menjadi suatu penunjang tercapainya riset ini dengan sempurna data yang 

dimaksud ialah : 

1. Gambaran umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  

di Kota Pekanbaru. 

2. Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota 

Pekanbaru. 

3. Keadaan Pegawai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik. 

4. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik. 

5. Sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kota Pekanbaru dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi 

Publik. 

6. Struktur Organisasi Pejabat Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi 

Kota Pekanbaru. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta (participant obseration) wawancara 
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mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang 

atau tersamar, yaitu dengan menyatakan terus terang kepada informan bahwa 

penulis sedang melakukan penelitian, Selain itu, dalam melakukan observasi 

penulis juga menggunakan observasi tidak terstruktur dimana penulis tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku atau pedoman observasi, tetapi penulis 

melakukan observasi dengan bebas, melakukan analisi, dan menyimpulkannya. 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan beberapa kali terhadap informan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara melakukan wawancara ini 

yaitu dengan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara 

yang dilakukan dengan informan secara terbuka dan informan mengetahui bahwa 

penulis sedang melakukan penelitian tentang Peranan Kepala Dinas Komunikasi 

dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan 

penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi 

atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara 

(interviewer) dengan maksud menghimpun informan dari terwawancara. 

Interviewer pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya 

pengetahuan dan pemahaman diperoleh. 
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Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan 

untuk mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam 

tentang permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu sebagai pegangan 

peneliti dalam menggunakan interview adalah subjek atau informan yang tahu 

tentang permaslahan yang akan diteliti penulis dan penulis mendapatkan informasi 

secara benar dan dapat dipercaya. Dengan mengadakan wawancara pada 

prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari 

sebuah kajian sumber yang relevan. 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

inforasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Wawancara penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin 

mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.Sementara Sudjana dalam 

Sitori dan Aan Komariah mengatakan wawncara adalah proses pengumpulan data 

atau informasi melalui tahap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan 

pihak yang ditanya atau yang memberikan jawaban (interview).
5
 

Sementara itu, teknik observasi dan wawancara ini merupakan gabungan 

dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan terkait dengan 

objek yang penulis teliti. 

 

 

                                                             
5
Aan Komariah dan Djam’an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 

Hal. 130 
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3.6 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjut 

nya terjun kelapangan, selanjutnya Nasution dalam Sugiyono mengatakan bahwa : 

 “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi 

manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa suatu belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat 

dibentuk secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangakan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti 

dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu 

– satunya yang dapat mencapainya”. 
6
 

 Selain penulis sendiri yang menjadi instrument pertama dalam penelitian 

ini, instrumen pendukung lainya juga digunakan yaitu berupa pedoman 

wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Bodgen dalam Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

                                                             
6
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabet. Hal. 
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dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pula, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

oarang lain.
7
 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analis 

non – statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data 

dokumentasi terhadap informen yang berkaitan Peranan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sebagai Pejabat pengelola 

Infomasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Pekanbaru yaitu analis data yang 

berpangkal dari kenyataan – kenyataan kasus sehingga nantinya akan 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.1 : Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 

Bulan/ Minggu Ke 

April 

2019 

Juli 

2019 

Januari 

2020 

Juli 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Persiapan dan Penyusunan 

Usulan Penelitian 
X X X              

2. Seminar Usulan Penelitian    X             

3. Riset     X X X          

4. Penelitian Lapangan        X X        

5. 
Pengolahan dan Analisis 

Data 
        X X X      

6. Konsultasi Bimbingan Tesis          X X X X X   

7. Ujian Tesis                X 

                                                             
7
Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabet. Hal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

4.1.1  Sejarah Kota Pekanbaru 

 

 Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya 

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan 

Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun 

Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 

berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut 

terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. 

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 

Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M 

berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah 

Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" 

selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan 
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Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang 

dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. 

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi 

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dengan luas 

632,26 Km2. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan 

 

No Kecamatan  Ibu Kota 
Luas Wilayah 

(km
2
) 

Persentase 

(%) 

1 Tampan Simpang Baru 59,81 9,46 

2 Payung Sekaki Labu Baru Barat 43,24 6,84 

3 Bukit Raya Simpang Tiga 22,05 3,49 

4 Marpoyan Damai Sidomulyo Timur 29,74 4,70 

5 Tenayan Raya  Kulim 171,27 27,09 

6 Lima Puluh Rintis 4,04 0,64 

7 Sail  Cinta Raja 3,26 0,52 

8 Pekanbaru Kota Kota Tinggi 2,26 0,36 

9 Suka Jadi Pulau Karam 3,76 0,59 

10 Senapelan Kampung Bandar 6,65 1,05 

11 Rumbai Rumbai Bukit  128,85 20,38 

12 Rumbai Pesisir Meranti Pindak 157,33 24,88 

Jumlah 632,26 100 

Sumber:BPS Kota Pekanbaru,2019 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang memiliki wilayah terluas 

perkecamatan adalah Tenayan Raya yaitu 171,27 Km2 (27,09%) Rumbai pesisir 

memiliki luas wilayah 157,33 Km2 (24,88%) Rumabai Memiliki luas wilayah 

128,85 Km2 (20,38%) Tampan memiliki luas wilayah 59,81 Km2 (9,46%) 

Payung Sekaki memiliki luas wilayah 43,24 Km2 (6,89%) Marpoyan Damai 

memiliki luas wilayah 29,74 Km2 (4,70%) Bukit Raya memiliki luas wilayah 

22,05 Km2 (4,70%) Senapelan memiliki luas wilayah 6,25 Km2 (1,05%) Lima 
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Puluh memiliki luas wilayah 4,04 Km2 (0,64%) Sukajadi memiliki luas wilayah 

3,76 Km2 (0,59%) Sail 

memiliki luas wilayah 3,26 Km2 (0,52%) kemudian yang memiliki luas wilayah 

terkecil adalah Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km2 (0,36%).  

Kota Pekanbaru Secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah 

Kabupaten sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

2. Letak dan Kondisi geografis 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14’-101° 34’ Bujur 

Timur dan 0° 25-0° 45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut 

berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan 

daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan 

dibelah oleh aliran sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta 

memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban sari, Sail, Air Hitam, Sibam, 

Setukul, Kelutut, Pangambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. 

3. Kondisi Demografis 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah 

penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 

1.117.358 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 26.270 jiwa, (2,35%). 

Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah penduduk Kota 
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Pekanbaru dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, penduduk pendatang dan 

perpindahan penduduk. 

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2.1 Keadaan Sumber Daya Manusia  

Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) salah satu tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) menyediakan akses 

informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut ,PPID 

menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kota Pekanbaru, dengan 

adanya standar layanan informasi public ini, diharapkan implementasi UU KIP 

dapat berjalan efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas 

dapat secara nyata terpenuhi . 

Sumeber daya manusia merupakan modal paling penting berharga serta 

merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi . 

hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kulitas SDM yang 

ada. Sumber daya manusia/professional Dinas Kumunikasi Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Pekanbaru yang bertugas sebagi Pejabat Pengelola Informasi 

Dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru. 

Tabel IV.2 Kondisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Unit Kerja Laki – Laki Perempuan 

1 Dinas Komunikasi informatika, Staistik 

Dan Persandian Kota Pekanbaru yang 

bertugas sebegai Pejababat Pengelola 

Informasi Dan Dikumentasi (PPID) 

20 Orang 9 Orang 

Jumlah 20 9 

Sumber : Data Olahan Lapangan 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas 

Komunikasi Informatika, staistik Dan Persandian Kota Pekanbaru paling banyak 
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adalah laki – laki yaitu berjumlah 20 orang, sedangkan perempuan berjumlah 9 

orang, Maka dari hal ini diharapkan agar dapatbekerja sama dengan tidak 

membedakan strata antara laki – laki dan perempuan untuk mencapai hasil 

pekerjaan sescara maksimal. 

Tabel IV.3 Daftar Nama Pegawai Dinas Komunikasi Informatika , Statistik 

        Dan Persandian Kota Pekanbaru 

No Nama Pangkat/Jabatan Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Kursus/ latihan 

terkait PPID 

1 2 3 4 5 6 

1 FIRMANSYA

H EKA 

PUTRA, ST, 

MT 

IV/b  

Kepala Dinas 

Laki-laki S2  

2 Drs. 

FAKHRIZAL 

IV/b 

Plt. Kabid 

Statistik dan 

Persandian 

Laki-laki S1  

3 YOHANSYA

H, S.P, M.Si 

IV/a 

Kasubbag Umum 

Laki-laki S2  

4 ANDRIANO, 

SE, M.Si 

IV/a 

Kasi Kemitraan 

Informasi 

Masyarakat 

Laki-laki S2  

5 AZHAR, 

S.Sos,MPA 

IV/a 

Sekretaris Dinas 

Laki-laki S2  

6 JUNAIRI, 

S.Sos, MPA 

III/d 

Kasi Penyuluhan 

dan Pengendalian 

Informasi 

Laki-laki S2 Mengikuti 

Sosialisasi PPID 

7 SHANTI 

RAHMAYAN

TI,ST 

III/d 

Kasi 

Pengembangan 

Multi Media 

Perempu

an 

S1  
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1 2 3 4 5 6 

8 DENI 

HIDAYAT 

III/d 

Kabid 

Penyelenggaraan 

E-Government 

dan TI 

Laki-laki S2  

9 MAWARDI, 

S.Ag 

III/d 

Kabid 

Pengelolaan dan 

Layanan 

Informasi dan 

komunikasi 

Publik (PLIKP) 

Laki-laki S1 Mengikuti 

Sosialisasi PPID 

10 RENNY 

MAYASARI, 

S.E 

III/c 

Kasubbag 

Keuangan 

Perempu

an 

S1  

11 VINSENSIUS 

HARTANTO, 

ST 

III/c 

Kasi Persandian 

Laki-laki S1  

12 PRAREZEKI 

INDRA 

MUDA, ST 

III/c 

Kasi Survey dan 

Akuisisi Data 

Laki-laki S1  

13 REYNOLD 

CHANDRA, 

S.Kom 

III/c 

Kasi 

Pengembangan 

Aplikasi dan 

Sistem Informasi 

Laki-laki S1  

14 ROSLIANA, 

S.Sos 

III/c 

Staf Bidang 

PLIKP 

Perempu

an 

S1  

15 FAUZAN 

AZMI, S.T 

III/b 

Kasi Infrastruktur 

TI 

Laki-laki S1  

16 RAHMILIA 

MIRNA 

GEMALA, ST 

III/b 

Kasi Tata Kelola 

E-Government 

Perempu

an 

S1  

17 COKY BEN 

GURION, 

A.Md 

III/a 

Staf Bidang 

Penyelenggaraan 

E-Government 

dan TI 

Laki-laki D3  

18 FEBRINO 

HDIAYAT, 

ST 

III/a 

Staf Bidang 

Statistik dan 

Persandian 

Laki-laki S1  
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1 2 3 4 5 6 

19 VERDHIRA 

DINANTI, 

S.I.Kom 

III/a 

Staf Bidang 

PLIKP 

Perempu

an 

S1 Mengikuti 

Sosialisasi PPID 

20 SUCI 

FAUZANA, 

A.Md 

III/a 

Staf Bidang 

Penyelenggaraan 

E-Government 

dan TI 

Perempu

an 

D3  

21 HARYONO, 

A.Md 

II/d 

Staf Bidang 

Penyelenggaraan 

E-Government 

dan TI 

Laki-laki D3  

22 YUSLAINI, 

A.Md 

II/d 

Staf Sekretariat 

Dinas 

Perempu

an 

D3  

23 AGUSRIL II/c 

Staf Sekretariat 

Laki-laki SMA  

24 SITI 

AMINAH 

II/c 

Staf Sekretariat 

Perempu

an 

SMA  

25 FEBRIO 

LISMAN E 

II/c 

Staf Sekretariat 

Laki-laki SMA  

26 EKA 

PRASETIA 

YULI 

II/b 

Staf Sekretariat 

Laki-laki SMA  

27 ADRIANUS 

TELAUMBA

NUA, SP 

II/b 

Staf Bidang 

PLIKP 

Laki-laki S1 Mengikuti 

Sosialisasi PPID 

28 MERI 

SURYANI 

II/b 

Staf Sekretariat 

Perempu

an 

SMA  

29 INDRA HADI 

UTOMO 

II/b 

Staf Bidang 

PLIKP 

Laki-laki SMA Mengikuti 

Sosialisasi PPID 

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekanbaru 

 

 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah tentu memiliki 

perpanjangan dalam mendudukan jawabatan tertentu, pada Dinas Komunikasi 

Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Pengelola 

Informasi Dan Dokumentasi  (PPID) memiliki pegawai yang terdiri dari pegawai 

negeri sipil. 
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4.2.2 Sarana dan Prasarana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Kota Pekanbaru 

 

Saat ini pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian 

Kota Pekanbaru yang bertugas pada Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi (PPID) terletak di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh PPID pembantu yang 

keberadaannya masing – masing SKPD, Kecamatan, Badan /Kantor, serta Pejabat 

Fungsional yang berada di Kota Pekanbaru. 

4.3 Dimensi Aturan 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang 

dijalankan dalam tugas organisasi, defenisi tugas menurut Tjiptiono, menyatakan 

bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan 

Khusus. 
1
 

Berdasarkan defenisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwah tugas 

pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 

dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisai yang meberikan gambaran 

tentang ruang lingkup atau kompleks sitas jabatan atau organisasi demi mencapai 

tujuan tertentu. 

Melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan  Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 

                                                             
1
 Tjiptiono, 2002. Strategi pemimpin dalam pemasaran, edisi kedua cetakan keenam, 

penerbit Andy. Yogyakarta, Hal.12 
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Kota Pekanbaru disebutkan bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi (PPID) yaitu :
2
 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan  pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan 

informasi kepada public. 

c. Melakukan verifikasi bahan informasi public. 

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. 

e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi. 

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 

Sebagai seorang manager dalam memimpin organisasi public berorientasi 

mencapai sarana dan tujuan organisasi, maka seorang Kepala Dinas Komunikasi 

Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru  sebagai Pemimpin dalam 

struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama harus 

kreatif dalam menjabarkan tugas yang diberikan agar sarana dan palayanan yang 

direncanakan dapat di implementasikan. 

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di lingkungan 

Pemerintahan Kota Pekanbaru ditatapkan dalam Pasal lima belas dalam 

melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) 

mempunyai wewenang sebagi berikut : 

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengen 

                                                             
2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 
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ketentuan peraturan perundang – undangan  

b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan 

kerja yang menjadi cakupan kerjanya 

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID 

Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya 

d.  Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses 

oleh publik 

e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk 

membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan 

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi 

Untuk mengetahui bagaimana langkah – langkah apa saja yang dilakukan oleh 

Kepala Dinas Komunikas Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Penyedia Informasi 

Publik Di Kota Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis menanyakan 

dengan pertanyaan “bagaimana Koordinasi pelaksanaan tugas masing – masing 

bagian struktur PPID?”
3
 

 Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota 

Pekanbaru: 

 “berdasarkan tugas yang diberikan kepada PPID untuk mengelola dan 

menyampaiakan informasi publik kepada masyarakat Kota Pekanbaru maupun 

masyarakat pada umumnya,  koorndinasi tetntu selalu dilaksanakan baik itu dalam 

internal PPID utama maupun PPID pembantu, terkait dengan apa saja yang 

menjadi problem di lapangan semisalnya, masyarakat atau lembaga lain yang 

ingin meminta data ke PPID pembatu, maka kita koordinasikan kepada PPID 

                                                             
3 Wawancara terkait bagaimana koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bagain struktur 

PPID. Bapak AZHAR, S.Sos,MPA tanggal  19 Desember 2019 
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pembantu  harus melalui mekanisme mengajukan permohonan informasi kepada 

PPID Utama” 

 

 Berdasarkan wawancara dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan , 

dengan Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi dan Komunikasi Publik , 

“bagaimana Koordinasi pelaksanaan tugas masing – masing bagian struktur 

PPID?” mengatakan  

  “kami menjalankan sesuai kelmagaan di SK PPID nya, jadi jika ada 

permohonan masuk , kami sebagai petugas meregister nanti kami teruskan lagi ke 

PPID Utama terkait dengan permohon yang diajukan, apakah permohonan 

tersebut bisa diberikan, atau di tolak , intinya juga kami saling berkoordinasi 

dengan sesame petugas layanan informasi publik dan bekerja sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab. 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan juga sesuai dengan teori 

peranan oleh Soekanto bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan
4
. Dan 

menjankan peranannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi (PPID) 

dalam pelayanan pelayanan penyedian informasi public, maka PPID perlu 

menjalankan tugas diantaranya : Koordinasi, Mengelola, Memberi Pelayanan, 

Melakukan uji konseskuensi. 

 Secara umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam 

pelayanan penyedian informasi publik, maka dapat dikaitkan dengan teori 

manajemen pemerintahan yang dikemukan oleh suradinata bahwa, manajemen 

pemerinthan mengandung fungsi – fungsi sebagai berikut:
5
 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta. Hlm 

212-213 

 
5
 Saradinata Ermaya, 2002, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam  Kondisi Era 
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a. Fungsi perencanaan 

b. Fungsi pengorganisasian 

c. Fungsi pengerakan 

d. Fungsi pengawasan dan pengendalian 

Berdasarkan hasil ovservasi penelitian pada tanggal  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kumpulkan dilapangan, maka peneliti 

menyimpulkan pada dasarnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya. Namun 

disini dalam hal pelayanan penyediaan informasi publik belum menyentuh dasar 

pemahaman masyarakatmengenai arti penting informasi publik dan keberadaan 

Pusat pelayanan informasi publik. 

 

4.3.1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu 

 

 Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi 

dan dokumentasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

pembantu dengan maksud mengkoordinasikan Bahan Informasi dan Dokumentasi 

yang merupakan kegiatan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk mengarakan 

pelaksanaan suatu tujuan. koordinasi yaitu tindakan yang disngkron dan teratur 

dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan Penyediaan Informasi Publik. 

 Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan 

                                                                                                                                                                       
Globalisasi, Bandung, Ramadhan 



61 
 

Persandian Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, 

Bagaimana Koordinasi PPID dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi ? 

Mengatakan 
6
 

 “kita melakukan koordinasi di setiap awal tahun menghubungi seluruh 

OPD agar mengirimkan data informasi publik lalu nanti pada saat bimtek juga, 

dan juga kita lakukan jika ada permohonan informasi, kita pasti menghubungi 

OPD terkait misalnya ada informasi yang tidak tersetor di awal tahun, dan 

akhirinya diminta oleh pomohon informasi public, saat itu juga kita hubungi 

OPDnya, itu PPID pembantu cepat tanggap”. 

 

 Wawancara peneliti dengan PPID Pembantu Kecamatan Bukit Raya 

dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, bagaimana Koordinasi PPID 

Utama dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi.
7
 

“Dengan adanya PPID utama, sangat berguna sekali, karena memang apapun jenis 

informasi yang diminta oleh pemohon informasi, baik itu masyarakatat dan 

lembaga lainnya harus melalui PPID utama, terkadang juga ada beberapa 

permohon informasi yang mungkin sulit untuk dipenuhi, seperti data anggaran dan 

realisasi, karena itu juga kami berkoordinasi dengan inspektorat, yang boleh 

meminta itu sebenarnya adalah lembaga auditor.” 

  

 Berdasarkan wawancara diatas dimana dikatakan bahwah peranan ideal 

adalah  seseorang atau lembaga yang didasrkan pada nilai – nilai ideal, sesuai 

dengan kedudukannya dalam suatu system
8
, jika antara PPID Utama dengan PPID 

Pembantu dalam hal ini OPD – OPD mau bekerja sama terkait dengan informasi 

dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa telah berlangsung komunikasi 

yang baik sehingga tercapai tujuan dengan peran ideal yang dilakukan. 

                                                             
6 Wawancara terkait koordinasi PPID dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi. Bapak 

Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020. 
7
 Wawancara tentang Koordinasi PPID Utama dengan instansi terkait informasi dan dokumentasi.  

Ibu Dina Sepnita, S.STP, M.Si tanggal 30 Januari 2020 
8 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta 
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Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian 

Informasi Dinas Komunikasi Informatik, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru 

dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan “bagaimana proses 

mengumpulkan dan mengelola daftar informasi di PPID Utama?” Mengatakan.
9
 

“Sejauh ini memang kami belum melakukan pengumpulan data untuk 

dimasukan di dalam Daftar Informasi Publik, ini salah satu kegiatan yang akan 

kami lakukan di tahun 2020, mau mengumpulkan dari setiap OPD data apa saja 

yang akan di berikan kepada kami, sehingga nanti akan diterbitkan SK terkait 

dengan Daftar Informasi Publik, akan tetapi kendalanya sekarang, kegiatan yang 

telah direncanakan ini ialah berdampak langsung akibat wabah Covid 19 saat ini, 

bisa sajah tidak terealisasi untuk tahun ini, doakan saja wabah covid ini bisa 

langsung hilang, dan semua kegiatan yang telah direncanakan bisa di realisasikan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat disimpulkan bahwa 

koordinasi antara PPID utama dengan PPID Pembantu sejauh ini telah 

dilaksanakan, namun terkendala dengan pemahaman PPID pembantu terkait 

dengan tugas dan fungsi, karena sejauh ini para pemhon informasi langsung 

meminta kepada PPID pembantu, sedangkan mekanisme alur pemohon itu 

dilaksanakan melalui PPID utama, dan juga terkait dengan koordinasi daftar 

informasi public, sejauh ini belum ada dilingkungan PPID Kota Pekanbaru, 

sehingga ini juga menyulitkan PPID Utama dan Pembantu utuk saling 

berkoordinasi terkait dengan data apa saja seharusnya disediakan oleh badan 

public, sehingga masyarakat mudah untuk megakses data tersebut. 

 

 

                                                             
9
 Wawancara tentang proses mengumpulkan dan mengelola daftar informasi di PPID Utama. 

Bapak JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 30 Januari 2020 
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4.3.2. Menyimpan Mendokumentasikan Menyediakan Pelayanan Informasi 

Kepada Publik 

Tugas berikutnya setelah melaksanakan koordinasi dan mengkonsolidasi 

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Penjabat Pengelola Informasi 

Dan Dokumentasi (PPID) pembantu adalah menyimpan dan mendokumentasikan, 

menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik yaitu sebuah cara 

yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah 

menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan menyelenggarakan pelyanan publik yang diberikan 

kepada masyarakat oleh instansi birokrasi dengan berbagaimacam jenis 

pelayanan. 

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelola Dan Layanan 

Informasi Dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru yang mana 

penulis menananyakan “ Bagaimana Penetapan Daftar Informasi Publik? 

Mengatakan.
10

 

“sejauh ini memang terkait dengan penetapan informasi publik belum kita 

laksanakan, baik itu intruksi dari kita PPID utama untuk mengajak berdiskusi dan 

melaksankan semacam pertemuan, ini PR kita kedapan yang akan kita lakukan, 

terkait dengan pertemuan dan penguatan kapasitas untuk PPID pembantu itu perna  

penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumntasi PPID” 

 

selanjutnya wawancara dengan PPID Pembantu Kecamatan Bukit Raya 

yang merupakan ketua PPID Pembantu dengan pertanyaan, “ bagaimana 

penetapan daftar informasi publik? Mengatakan
11

. 

                                                             
10 Wawancara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Bapak  Mawardi, S.Ag Tanggal 30 

Januari 2020 
11

 Wawancara tentang penetapan daftar informasi publik. Ibu Dina Sepnita, S.STP, M.Si tanggal 

31 Januari 2020 
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“kami selaku PPID Pembantu selama ini tidak mengetahui bagaimana cara 

untuk mengkaji atau menatapkan daftar informasi publik, karena pada dasarnya 

kami hanya mendapatkan semacam pelatihan penguatan kapasitas saja, dan tidak 

ada berkenaan dengan menyusun atau menetapkan daftar informasi publik, dan 

sampai saat ini mekanisme penyusunannya kami belum paham. 

 

Wawancara selanjutnya dengan Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dengan pertanyaan 

“Bagaimana Penetapan Daftar Informasi Publik? Mengatakan:
12

 

“Berkenaan dengan penyusunan dan penetapan daftar informasi publik 

kami belum memiliki acuan yang mana acuan ini menjadi dasar kami dalam 

penyusunan daftar informasi publik, yang mana seharusnya ini sesuatu yang 

menurut kami sangat penting, sehingga nantinya jika sudah ada acuan maka kita 

bisa melaksanakan pertemuan dengan PPID pembantu untuk mendraf informasi 

apa saja yang harus dimasukan dalam informasi publik, sehingga nanti bisa 

dikuatkan dengan SK walikota tentang daftar informasi publik ”. 

 

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Pekanbaru 

terkait dengan kemudahan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat 

dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi ? Mengatakan:
13

 

“saya rasa informasi adalah hal yang sangat penting di era saat ini, karena 

semua harus terbuka dan transparansi, kami berupaya semaksimal mungkin untuk 

menjadi motor penggerak keterbukaan informasi di Kota Pekanbaru melalu PPID 

utama maupun PPID pembantu, saya dapat memberikan nilai bahwah 95 persen 

kami di PPID Utama ini cepat respon, karena semuanya sudah melalui online 

untuk permohonan informasi public, jika memang terkadang informasi itu agak 

sedikit terlambat diberikan, pasti kami akan infokan kepada pemohon 

bahwasannya informasi tersebut sedang disipkan, karena memang informasi 

tersebut kami harus koordinasi dulu dengan OPD terkait. 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwah dapat 

disimpulkan berkaitan dengan pelitahan yang dilakukan untuk penguatan 

kapasitas PPID baik itu PPID Pembantu dengan PPID utama telah berjalan dengan 

                                                             
12 Wawancara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik. Bapak  Indra Hadi Utomo  tanggal 10 

Februari 2020 
13

 Wawancara tentang kemudahan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam 

mengakses Data Informasi dan Dokumentasi. Bapak AZHAR, S.Sos,MPA tanggal  19 

Desember 2019 
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baik, akan tetapi memang masih terbatas materi dan pokok pelatihan yang 

dismapiakan belum ada menyentu tentang bagaimana membuat daftar informasi 

public, yang tentunya dengan adanya daftar informasi public, maka akan 

memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan tentunya memudahkan 

juga OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan publik. Turut 

berperannya beberapa organisasi dalam suatu usaha untuk mencapai kesepakatan 

tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan 

harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya seperti yang diungkapkan oleh 

komarudin. 

Wawancara selanjutnya mengenai kemudahan akses data dengan 

masyarakat Kota Pekanbaru terkait kemudahan apa saja yang telah diberikan 

PPID kepada publik dalam mengakses Data Informasi dan Dokumentasi? 

Mengatakan:
14

 

“Saya mengalami pengambilan data disana juga tidak mudah dan data 

yang diberikan juga terkesan agak lama, karena memang ada kebingungan dan 

tidak adanya daftar informasi public di kota pekanbaru, dan komunikasi antar 

PPID Pembantu dengan PPID utama juga tidak singkron, mungkin karena 

kurangnya sosilasasi dan penguatan kapasitas yang perna dilkaukan, apalagi 

melihat tempat dan ruangan di PPID juga harusnya representative, harus ada 

ruangan tunggu yang memadai, kalau sekarang terkesan berantakan dan tidak 

tersusun rapi”. 

 

Berdasarkan informasi dari informan tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwah saat ini Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru 

telah berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

untuk mengakses informasi, dengan dibuktikan adanya pelitahan yang dilkukan 

                                                             
14

 Wawancara tentang kemudahan apa saja yang telah diberikan PPID kepada publik dalam 

mengakses Data Informasi dan Dokumentasi. Ibu Uli Situmorang tanggal 21 Januari 2020 
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anatara PPID Utama dengan PPID pembantu, namun perlu juga seharusnya PPID 

Utama menyediakan akses daftar informasi public, dan juga sementara informasi 

tersebut harus selalu di terupdate di Web. Sehingga masyarakat yang membutukan 

informasi terbaru cepat di respon. Dan tidak terkesan yang disajikan di web hanya 

data – data lama. 

Selanjutnya juga berkaitan denga tempat dan fasilitas yang ada, dirasa 

perlu di benahi untuk lebi baik lagi, baik itu ruang tunggu, petugas yang melayani  

sehingga ada kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi public. 

 

4.3.3. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik 

Untuk melaksanakan tugas Pelayanan Penyediaan Informasi Publik maka 

PPID perlu melakukan verifikasi bahan informasi public. Dimana melakukan 

Verifikasi Bahan Informasi Publik ialah melakukan pemeriksaan dan pencocokan 

terkait kebenaran informasi publik. 

Wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Penyedian Informasi 

Publik Diskominfo Kota PEkanbaru yang mana penulis menanyakan dengan 

pertanyaan ,”bagaimana Proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi 

publik? Mengatakan:
15

 

“sejau ini memang kita belum msksimal dalam verifikasi data yang 

dibutukan masyarakat dan public, dikarenakan kekurang SDM juga, tapi kami 

akan segera memperbaiki problem yang ada, memang jika ada permintaan yang 

mendesak, maka kami selalu memghubungi PPID Pembantu untuk mencarikan 

data tersebut, intinya juga koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu 

harus sering dilakukan. Meskipun kekurangan itu pasti ada. 

                                                             
15

 Wawancara tentang Proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik. Bapak 

JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 31 Januari 2020 
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Berdasarkan wawancara diatas dalam menjalankan perannya dalam 

pelayanan informasi sesuai dengan tugas yang diamanakan oleh peraturan yang 

ada, PPID Utama belum optimal dalam meverifikasi data , karena memang daftar 

informasi public belum tersesun di PPID kabuaten Indragiri Hulu, sehingga itu 

menjadi problem yang segara harus diselsaikan agar penyedia layanan public bisa 

maksimal. 

Wawancara peneliti dengan warga yang pernah melakukan permohonan 

data mengenai verifikasi yang dilakukan oleh Pejebat Pengelola Informasi Publik 

(PPID) dengan pertanyaan “bagaimana proses verifikasi bahan informasi dan 

dokumentasi publik? Mengatakan:
16

 

“terkait dengan proses yang dilkuakan berkenaan dengan Verifikasi data, 

saya belum paham bagaimana prosesnya, sejauh ini data yang saya minta memang 

tidak begitu cepat diberikan, mungkin disitu mereka memferifikasi data tersebut”. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dismpulan bahwah 

proses ferifikasi terhadap informasi dan dokumentasi yang akan diberikan 

pemohon informasi belum maksimal dilakukan oleh instansi terkait karena masih 

kekurang SDM yang ada. Diharapkan dengan adanya verifikasi data maka akan 

mencapai pelayanan yang terpercaya karena adanya pengecekan yang terbaru dan 

data terakurat yang diberikan kepada pemohon informasi. 

4.3.4. Melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan adalah suatu 

proses yang wajib untuk di laksanakan oleh badan public terhadap informasi yang 

                                                             
16

 Wawancara proses verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public Ibu Uli Situmorang 

tanggal 21 Januari 2020 
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dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima sebelum menolak 

pemohon informasi public dari pemohon informasi public dan juga membuat yang 

dikecualikan atas dasar yang jelas. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola dan Layanan Informasi 

dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru terkait dengan uji 

konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, dimana penulis menanyakan 

dengan pertanyaan, “ Bagaimana proses uji konsekuensi bahan informasi public 

yang dikecualikan? Mengatakan
17

 

“sebenarnya tidaklah sulit untuk melakukan uji konsekuensi karena sudah 

jelas didalam pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum 

menyatakan bahwah informasi itu dikecualikan karena di situ menjelaskan 

informasi yang dikecualikan, tentu itu pedoman kita dalam melakukan uji 

konsekuensi”. 

 

Wawancara dengan petugas pelayanan informasi public dimana penulis 

menannyakan dengan pertanyaan “apakah dalam pelayanan penyedian informasi 

public telah memastikan kebenaran data yang diminta terlebih dahulu dan 

disertakan pencatatan sumber – sumber ? Mengatakan 
18

 

“kami selama ini biasanya jika ada pemohon informasi data terkait dengan 

informasi yang dikecualikan kami sebagai PPID Utama melaksnakan pemeriksaan 

terlebi dahulu, jika benar data tersebut masuk dalam informasi yang dikecualikan 

menurut Undang – undang keterbukaan informasi public, maka kami 

menyampaikan kepada pemhon bahwah yang diminta termasuk data yang 

dikecualikan kami biasanya menyertakan alas an tertulis pengecualian informasi 

tersebut secera jelas dan tegas dalam hal pemohon informasi public ditolak dan 

tidak dapat kami proses”. 

 

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwah uji konsekuensi atas 

informasi yang dikecualikan telah dilakukan oleh pejabat pengelola informasi 

                                                             
17 Wawancara tentang proses uji konsekuensi bahan informasi public yang dikecualikan. Bapak 

Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020 
18

 Wawancara tentang kebenaran data yang diminta terlebih dahulu dan disertakan pencatatan 

sumber – sumber.  Bapak Indra hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020 
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public dan dokumentasi (PPID) yang didasarkan pada Undang – Undang 

Keterbukan Informasi public yang diatur dalam pasal 17 dimana ada beberapa 

pengecualian informasi , informasi yang di keculakan antara lain sebagai berikut : 

1. Yang dapat menganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan 

intelektual dan perlindungan dari persaiangan usaha tidak sehat; 

2. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 

3. Yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia; 

4. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

5. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 

6. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 

7. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 

8. Memorandum atau surat – surat antar badan public atau intra badan 

public, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 

Komisi Informasi atau pengadilan; 

9. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang – undang.
19

 

 

Kemudian hasil dari uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 

kemudian dapat dijadikan sebagai panduan penolakan permohonan informasi 

public. Aturan mengenai informasi apa saja yang bisa disajikan dan bisa disajikan 

dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang di pegang 

oleh PPID Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi publik khususnya 

kepada pemohon secara manual , dengan demikian ini juga menjadi alat penyesuai 

pelaksana program bila mana terdapat ada permohonan informasi yang tidak 

sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang keterbukan informasi public. 

4.3.5. Melakukan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi 

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya adalah 

melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yaitu suatu proses 

pembenaran atau legal informasi agar informasi tersebut tidak menimbulkan 

                                                             
19

 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lasana, 

Yogyakarta 
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masalah dalam pengolahannya oleh public, menyediakan arsip – arsip yang dapat 

menjadi bukti yang akurat dengan sumber – sumber untuk tujuan keabsahan 

sumber informasi. 

Wawancara dengan Kasi Kemitraan Informasi Masyarakat Diskominfo 

Kota Pekanbaru mengenai pemuktahiran informasi dan dokumentasi dimana 

penulis menanyakandengan pertanyaan,”bagaimana proses pemuktahiran 

informasi dan dokumentasi?”mengatakan;
20

 

“pada dasarnya melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang 

kami lakukan bisa dikatakan tidaklah begitu sulit, karena sebelum melakukan 

pemuktahiran informasi dan dokumentasi kita telah melaksankan ujiverifikasi dan 

uju konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, didalam proses pemuktahiran 

ini kami menjaga keakuratan informasi yang diberikan dengan memberikan secara 

lengkap dan diperiksa sesuai dengan atuaran yang ada setelah itu informs tersebut 

kami berikan”. 

 

Wawancara dengan petugas pelayanan informasi dimana penulis 

menanyakan dengan pertanyaan, apakah dalam pelayanan kepastian kebenaran 

informasi dan jaminan kebenaran diberikan? Mengatakan;
21

 

“dengan pemohon informasi kami menerima permohonan yang diajukan , 

langsung permohonan tersebut kami tindak lanjut, kemudian koordinasi dengan 

instansi terkai, uji verifikasi dan uju konsekuensi atas informasi yang 

dikecualiakan maka saya rasa data tersebut dapat dimuktahirkan dengan mudah 

dan kita akan segera mungkin memberikan data tersebut yang di mohonkan oleh 

pemohon informasi, mengenai jaminan kebenaran kami belum perna memberikan 

sakalipun karenan memang sejau ini pemohon belum ada meminta jaminan 

kebenaran tersebut”. 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi 

dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, apakah 

                                                             
20 Wawancara tentang proses pemuktahiran informasi dan dokumentasi. Bapak Andriano, SE, 

M.Si tanggal 17 Februari 2020 
21

 Wawancara tentang kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran diberikan. Bapak 

Indra hadi Utomo tanggal 10 Februari 2020 
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dalam pelayanan kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran? 

Mengatakan;
22

 

“terkait dengan jaminan kebenaran informasi, kami sejau ini sebelum 

mempublikasikan informasi, kita terlebih dahulu melakukan semacam pengecekan 

yang mana menyesuaikan informasi yang diberikan oleh PPID Pembantu, untuk 

melihat kesusaian informasi yang diminta supaya tidak ada perbedaan informasi 

yang diberikan kepada pemohon informasi. Biasanya juga kita melaksanakan 

tahapan verifikasi dan uji konsekuensi atas informasi yang diberikan, setelah 

yakin akan kebenaran informasi tersebut maka barulah informasi itu kami berikan, 

yang juga mengacu kepada aturan yang ada”. 

 

Apabila seseorang atau organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan
23

. Begitu juga dengan 

Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam menjalankan peranannya maka 

ia harus bertanggung jawab atas perannanya tersebut tanpa ada keraguan dalam 

melaksanakan tugas yang diembannya. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemuktahiran informasi dan 

dokumentasi telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

(PPID) dalam pelayanan penyediaan informasi public dengan telah dilakukannya 

koordinasi dan pengecekan sebelumnya pemuktahiran yang dilakukan oleh 

Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi tidak melakukan proses 

yang panjang,  sehingga informasi bisa diberikan kepada pemohon informasi 

public. 

 

 

                                                             
22

 Wawancara tentang kepastian kebenaran informasi dan jaminan kebenaran diberikan. Bapak 

Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020 
23 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta 
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4.3.6. Menyediakan Informasi Dan Dokumentasi Untuk Diakses Oleh 

Masyarakat. 

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat 

adalah mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah menjadi 

informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung, setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi public harus 

memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Kota Pekanbaru dengan perkembangan zaman yang serbah cangi dan 

modern, untuk mempermudah kerja – kerja pemerintah terkhus dibidang layanan 

public, maka wadah yang disediakan ialah melalui Wabsite untuk layanan bersifat 

online dan ada juga ruangan yang digunakan jika pelayanan bersifat manual. 

Seperti yang disampaikan oleh petugas pelayanan ketika penulis menanyakan 

dengan pertanyaan, apakah dalam pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Publik 

menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik? 

Mengatakan:
24

 

“kami selaku PPID Utama telah menyiapkan Web untuk diakses oleh 

masyarakat secara online, selain itu juga bisa dilakukan secara manual dengan 

datang kekantor PPID Utama , kami akan memberikan pelayanan yang baik 

kepada pemohon informasi, apapun yang akan diakses oleh pemohon informasi 

akan kami layanani asalkan sesuai dengan aturan yang ada,dan data tersebut 

masih dalam penguasaan PPID Pembantu maupun PPID utama". 

 

Kecangihan teknologi masa kini telah mengantarkan banyak perubahan 

ditatanan sosial masyarakat, tidak terkecuali di bidang pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, dengan demikian tujuannya itu ialah untuk memberikan 

                                                             
24

 Wawancara tentang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik.. Ibu 

Henny tanggal  10 Februari 2020 
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pelayanan terbaik kepada masyarakat, kemudian disamping memberikan 

pelayanan informasi publik yang terpusat secara online, PPID Kota Pekanbaru 

juga memberikan penjelasan bahwa ia juga menyiapkan ruangan khusus 

pelayanan informasi secara manual seperti yang disampaikan oleh petugas staf 

bidang pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik Diskominfo 

Kota Pekanbaru mengatakan:
25

 

“saat ini serba modern, masyarakat tidak perlu capek – capek untuk datang 

kesini dalam melakukan permohonan informasi public, semua sudah online dan 

ada di website, bisa melakukan akses informasi kapan saja, dengan mengisi 

formulir permintaan informasi, dan jika mau melaksanakan secara manual datang 

saja kekantor kami, kami siap melayani masyarakat”. 

 

Kecangihan media adalah suatu objek yang ada didalam system pelayanan 

public di Kota Pekanbaru, yang inti dari semua itu saling mempengaruhi satu 

sama lain, kekayan pengetahuan pegawai IT dan kehumasan akan berpengaruh 

terhadap kualitas dari media pelayanan baik manual maupun online, kualitas 

media seperti kelangkapan berkas, kenyamanan ruangan dan akses Web akan 

berpengaruh terhadap kualitas kinerja PPID itu sendiri dalam melayani 

masyarakat secara keseluruahan terhadap kebutuhan informasi public. 

Berkaitan dengan data informasi yang disediakan oleh PPID Kota 

pekanbaru pada dasarnya diperoleh dari PPID Pembantu yang kemudian 

dipublikasikan di Web PPID Kota pekanbaru, sebagai bagian dari kegiatan 

pelayanan public, seperti yang di jelaskan oleh Kasi Penyuluhan dan Penyedian 

informasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan 

                                                             
25

 Wawancara tentang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian informasi publik.. 

Bapak Indra hadi Utomo tanggal  10 Februari 2020 
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dengan pertanyaan, apakah penyedian bahan informasi menyesuaikan dengan 

perubahan dan perkembangan waktu? Mengatakan: 

“kami di PPID Utama mengumpulkan informasi dari PPID Pembantu, itu 

kita laksnakan, namun terkadang memang informasi yang kami sampaikan kepada 

PPID Pembantu juga lambat respon mengenai data yang di setor ke kami, ini juga 

menjadi problem selama ini, apakah mereka kurang informasi atau kurang 

pemahaman terkait dengan data dan lain sebagainya, atau memang kekurang SDM 

yang memadai”. 

 

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan kepala Bidang Pengelolaan 

dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekanbaru 

dengan menanyakan tentang tugas PPID menyediakan informasi untuk diakses 

oleh masyarakat dengan pertanyaan sudahkah PPID melakukan 

sosialisasi/publikasi terkait keberadaan PPID yang menyediakan informasi untuk 

masyarakat? Selanjutya beliau mengatakan 
26

 

“sejauh ini kami hanya melakukan sosialisai kepada PPID Pembantu dan 

OPD terkait, tentang tugas dan fungsi PPID pembantu dan PPID utama, ini 

biasanya kita lakukan di ruang kerja PPID Utama setiap tahunnya, disini tidak 

unsur masyarakat yang kita undang, akan tetapi hanya perwakilan dari PPID 

pemabntu dan OPD lainnya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas tugas PPID dalam menyediakan 

informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh  masyarakat telah ada dilaksanakan 

meskipun tidak menyentu langsung kepada msyarakat berkenaan dengan tidak 

adanya sosilisasi dan keberdaan PPID yang diinformasikan kepada masyarakat, 

jadi terkesan sosilaisasi hanya diberikan kepada pegawai saja, padahal  pengguna 

layanan informasi public  adalah khalayak masyarakat banyak pada umumnya. 

 

                                                             
26

 Wawancara tentang sosialisasi/publikasi terkait keberadaan PPID yang menyediakan informasi 

untuk masyarakat. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020 
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4.4. Personal 

Faktor personal menjadi hal penting untuk menjalan tugas organisasi 

dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. 

Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif. Faktor pendorong dalam menjalankan 

organisasi yang baik tak lepas dari personal kepemimpinan, sejau ini dilihat dari 

aspek kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi 

kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi 

birokrasi karena personal yang baik ialah kunci menjadikan proses implementasi 

menjadi jauh dari efektif. 

 Dalam implementasi kebijakan yang baik personal  mempunyai peranan 

yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang standar (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak. Mengenai dokumen tentang keterbukaan informasi 

publik yang tersedia di kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi 

(PPID) sebenarnya sudah tersedia, sudah tersedia juga leafet mengenai PPID 

sehingga dimengerti oleh staf maupun masyarakat yang datang saat meminta 

informasi mengenai keterbukaan informasi publik. Namun dalam 

implementasinya masih lemahnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian 

OPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 2008.  

 Untuk mengetahui bagaimana kesiapan SDM terkait dengan  kerja – kerja 

keterbukaan informasi public supaya informasi public ini bisa berjalan dengan 
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baik tentu didukung dengan personal yang berkualitas dan saling bekoordinasi 

antar sesame mitra kerja dalam semangat keterbukaan informasi publk di Kota 

Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis menanyakan dengan 

pertanyaan” Bagaimana kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas 

keterbukaan infromasi publik? 

 Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru:
27

 

 Secara kinerja dalam menjalankan tugas pelayanan informasi public, 

mengenai personal dan SDM yang ada, kita sudah baik, kita saling bertukar 

pikiran jika terjadi problem dalam bekerja, ditambah lagi setiap bulan kita pasti 

ada eveluasi kerja dari pimpinanm, apa yang kurang pasti akan di perbaiki 

kedepannya. 

 

 Selanjutnya  wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik, “Bagaimana kondisi kesiapan Pejabat PPID 

dalam menjalakan tugas keterbukaan informasi publik?” Mengatakan
28

 

 “Kami selaku para pegawai yang berwenang dalam menjalankan tugas 

sebagai pengelola informasi publik mengerti tentang tugas yang diamanakan 

kepada setiap pegawai PPID, saling bekerja sama untuk menjadi wadah 

keterbukaan informasi publik, dan juga antar personil selalu berkoordinasi setiap 

bidang dan sub bidang dalam menjalakan tugas, meskipun terkadang namanya 

pegawai tentu kadang sering melakukan rotasi jabatan, perlu juga pembelajaran 

bagi pegawai yang baru, terkait dengan apa saja tugas ketika menjadi bagian dari 

pegawai yang bekerja di PPID”. 

 

 Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa personal 

salah satu factor yang mendukung dalam menjalankan tugas – tugas organisasi 

dengan baik dengan semaksimal mungkin, sejau ini dalam mewujudkan 

keterbukan informasi publik sudah didukung dari aspek personal yang saling 
                                                             
27 Wawancara tentang kesiapan Pejabat PPID dalam menjalankan tugas keterbukaan infromasi 

publik. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020 
28 Wawancara tentang kondisi kesiapan Pejabat PPID dalam menjalakan tugas keterbukaan 

informasi publik.Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020 
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bekerja sama dalam menjalankan tugas, mulai dari arahan dan evaluasi yang 

dilakukan oleh pimpinan, namun yang menjadi kendala ialah terkait dengan rotasi 

jabatan, karena pegawai yang sudah paham dalam menjalankan pekerjan dan 

tugas yang diberikan akan digantikan dengan petugas yang belum paham dalam 

menjalankan tugas, artinya membutukan waktu dan tenaga kembali dalam 

memberikan palitahan kepada pegawai dan petugas yang baru. 

4.4.1 Kepemimpinan 

 Pemimpin merupakan salah satu motivator bawahannya dalam suatu 

organisasi, sehingga terdapat kaitan yang erat diantara keduanya. Pada masa 

pertumbuhan perusahaan pemimpin berperan memotivasi karyawannya dengan 

sifat/karakteristik seorang pemimpin yang dimilikinya dengan tujuan untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan 

seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya (Syafiie : 

2003)
29

. Untuk melihat sejau mana peran kepala dinas Komunikasi dan 

informatika statistic dan persandian sebagai Pejabat pengelol Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Kota Pekanbaru, berikut ini wawancara dimana penulis 

menanyakan dengan pertanyaan” Bagaiaman selama ini Kepala Dinas Kominfo 

bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ?
30

 

 Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi 

Publik Dinas Kominfo Kota Pekanbaru: 

                                                             
29 Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama. 
30

 Wawancara tentang  Bagaiaman selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020 
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 “Ya kalau untuk pelayanan PPID kita memang sudah ada SOP yang sudah 

di tanda tangani oleh Walikota, kepala dinas selaku PPID utama dia tetap harus 

merujuk kesana, pertama masyarakat yang meminta informasi ke Pemerintah Kota 

melalui PPID utama harus juga memenuhi sesuai dengan SOP, kami juga 

memberikan pelayanan sesusi dengan SOP, Kadispun itu tidak akan perna lari dari 

itu yaitu SOP, contohnya begini jika ada pemohon melakukan permohonan 

informasi publik kepada melalui PPID utama maka kami tidak akan memberikan 

jawaban langsung dan kami harus menghubungi PPID pembantu dulu, itu SOP 

nya, misalnya kadis dekat mungkin dengan pemohon itu tetap tidak akan 

diberikan jawaban langsung oleh kadis, artinya kebijakan yang diambil sesuai 

dengan SOP  

 

 Wawancara peneliti dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, 

dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana selama ini Kepala 

Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi? 

Mengatakan
31

. 

 “Yang namanya prosedur dan peraturan tetap harus kita ikuti, yang 

jelasnya pak kadis mengikuti aturan dan prosedurnya apa yang dibutukan 

masyarakat tentang informasi itu tetap dia ker sebagai pimpinan dalam 

menjalankan keterbukaan informasi publik” 

 

 Selanjutnya wawancara Peneliti dengan Staf Bidang Pengelolaan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik 

dan Persandian Kota Pekanbaru, dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, 

Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi? Mengatakan.
32

 

 ”Kalau selama ini Pak Kadis dalam memimpin pengelolaan PPID ini 

dengan aturan yang ada, ngikutin SOP , jadi misalnya kayak ada permohonan 

kalau tidak ada datanya di PPID utama maka diminta datanya PPID pembantu 

baru diberikan datanya kepomohon,  

 

                                                             
31 Wawancara tentang Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020 
32

 Wawancara tentang Bagaimana selama ini Kepala Dinas Kominfo bekerja sebagai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020 
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 Secara umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam 

pelayana penyedian informasi publik, maka dapat dikaitkan dengan teori 

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stogdil (dalam Syafiie : 2003) bahwa, 

kepemimpinan itu menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan defenisi 

tentang kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :
33

 

1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok; 

2. Kepemimpinan sebagai keperibadian yang berakibat; 

3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan; 

4. Kepemimpinan sebagai kemampuan yang mempengaruhi; 

5. Kempemimpinan sebagai tindakan prilaku; 

6. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan; 

7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan; 

8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan; 

9. Kepamimpinan sebagai hasil interaksi; 

10. Kepemimpinan sebagai pemisah peranan; 

11. Kepemimpinan sebagai awal struktur. 

 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan pada dasarnya 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru mempin PPID sebagai pusat layanan informasi ialah melakukan 

kepemimpinan secara procedural sesuai dengan SOP dan aturan yang ada, tanpa 

ada melakukan gaya kepemimpinan yang sunstansi, yang mana  siapapun yang 

melakukan permohonan informasi baik itu pemohon kenal dengan Kepla Dinas, 

maka juga mengajukan oermohonan informasi secara procedural tanpa ada 

perbedaan individual dalam hal prilaku pelayanan. 

 

4.4.2 Komitmen 

 Ada beberapa poin penting yang menjadi keberhasilan tentang tercapainya 

keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 

                                                             
33 Syafiie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama. 
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Dokumentasi (PPID) salah satunya factor yang paling pentaing terkait dengan 

komitmen pimpin Pejabat Pengelolan Informasi Publik, karena memang selama 

ini pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintah diataranya yaitu mindset 

atau pradigma berfikir pejabat masih tertutup dalam memberikan layanan 

informasi harus menjadi terbuka open minded sebagaimana diatur dalam UU No 

14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik, semua badan publik wajib 

memberikan informasi karena informasi itu menjadi bagian dari Hak Asasi 

Manusia (HAM ) Publik. 

 Alasan lain memang ialah karena tata kelolah pemerintahan saat ini adalah 

good governance, clean governance, dan open governance, selain itu juga 

termasuk untuk menghadirkan partisipasi publik dengan dibukakan akses untuk 

mengontrol pemerintahan, dalam mencapai tujuan tersubut maka komitmen PPID 

dalam hal ini kepala dinas dalam menjalankan tugas sebagai pailot keterbukaan 

informasi publik. 

 Wawancara dengan Staf  Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan 

Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 

Kota Pekanbaru mengenai komitemen kepala dinas dalam menjalankan 

keterbukaan informasi publik, dimana penulis menanyakan,” Bagaimana sejauh 

ini komitmen Kepala Dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi 

Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi? Mengatakan.
34

 

 “Sejauh ini kepala dinas komit dalam menjalankan tugasnya, soalnya 

informasi yang ada di dinas komunikasi dan informatika sudah di upload dalam 

website seperti renstra, renja, dan DPA, jadi masyarakat sudah bisa mengakses 

                                                             
34

 Wawancara tentang komitmen kepala dinas dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. 

Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020 
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dan semua permohonan yang masuk di kominfo sudah semuanya di tindaklanjut 

oleh Pak Eka , malah ditekankannya supaya cepat, secara umum memang Renja 

dan renstra di setiap OPD belum ter apload, hanya Renja dan renstra di dinas 

kominfo saj yang ter apload, cuama kadang yang belum maksimal itu komitmen 

dari bidang – bidang yang lain yang belum”. 

 

 Wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dimana 

penulis menanyakan dengan pertanyaan, Bagaimana sejauh ini komitmen Kepala 

dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi Publik dalam mendukung 

keterbukaan Informasi? Mengatakan.
35

 

 “sejauh ini setahu saya Kepala Dinas tetap komit dalam menjalankan 

tugasnya sebagai Pejabat PPID, dia tetap komit dalam menjalankan aturan dan 

prosedur  tetap ikut itu tidak bisa tidak,  

 

 Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Staistik dan Persandian 

Kota Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan Pertanyaan, Bagaimana 

sejauh ini komitmen Kepala Dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan 

Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi? Mengatakan.
36

 

 “selama ini yang saya ketahui kepala dinas komit dalam menjalankan 

tugas PPID, karena itukan semuanya dijalankannya sesuai dengan aturan yang 

ada, jadi menurut saya komitlah kepala dinas selama ini”. 

 

 Dalam hal ini peneliti juga menanyakan kepada Staf Bidang Pengelolaan 

dan layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan 

Infromatika, Statistk dan Persandian Kota Pekanbaru, dengan Pertanyaan, 

                                                             
35 Wawancara tentang komitmen Kepala dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi 

Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020 
36

 Wawancara tentang  komitmen kepala dinas sebagai Pimpinan Pejabat pengelolaan Informasi 

Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020 
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Bagaimana Komitmen Kepala Bidang sejauh ini dalam mendukung keterbukaan 

informasi publik?, Mengatakan.
37

 

  “sejauh ini memang kerja bidang terhadap mendukung keterbukaan 

informasi publik, ada juga yang belum maksimal, kalau dibilang kurang paham 

dengan kerja PPID tidak juga, karena setiap sosialisasi ikut juga, ya mungkin 

karena PPID ini bukan pekerjaan utama, jadi ya di nomer duakan gitu. 

 

 Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Civil Socety Fitra Riau , 

yaitu langsung dengaan Koordinator Fitra Riau terkait dengan komitmen PPID 

dalam menjalankan tugas keterbukaan informasi publik, dengan menanyakan 

sebagai pertanyaan “ Bagaiaman sejauh ini komitmen kepala dinas Kominfo 

sebagai pejabat Pengelola Informasi publik dalam menjalankan tugasnya menurut 

pandangan Fitra Riau?, Mengatakan
38

 

 “keterbukaan informasi itu kan azasnya ada tiga, yaitu pertama cepat, 

mudah, dan ketiga biaya ringan, nah tentu yang melaksankan itu adalah PPID 

bagaimana cara memberikan ruang akses informasi kepada masyarakat dengan 

tiga aspek azas itu, PPID pekanbaru belum mecerminkan itu, jadi meskipun 

mereka sudah membuat namanya elektronik akses informasi dengan sistem yang 

dia bangun tapi itu belum efektif , misalnya kita masih harus datang kesana 

menjelaskan tujuan padahal dalam elektronik itu sudah jelas, dan itu juga fitra 

masih punya kendala meminta informasi di PPID itu tidak semuda langsung dapa, 

karena dia tidak memliki ruang pendokumentasian, artinya informasi publik masih 

banyak belum dikuasi oleh PPID utama dan ini menurut saya kepala dinas belum 

berkomiten dalam kerja – kerja keterbukaan informasi publik”. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

komitmen kepala dinas sebagai nahkoda PPID utama belum menunjukan 

komitmen yang baik, karena masih terlihatnya para bidang lain belum memahami 

tugas dan fungsi PPID itu sendiri, dan juga diperkuat dengan  pendapat dari Fitra 

                                                             
37 Wawancara tentang Komitmen Kepala Bidang sejauh ini dalam mendukung keterbukaan 

informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020 
38

 Wawancara tentang komitmen kepala dinas Kominfo sebagai pejabat Pengelola Informasi 

publik dalam menjalankan tugasnya menurut pandangan Fitra Riau. Bapak Triono Hadi. Tanggal 3 

Juli 2020 
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Riau yang mana PPID Pekanbaru juga tidak komitmen didalam menjalankan 

tugas – tugas keterbukaan informasi public, dengan tidak adanya ruang 

pendokumentasian informasi publik,yang seharusnya dihimpun melalui PPID 

pembantu. 

4.4.3 Kapasitas 

 Organisasi yang mempunyai keawajiban yang melaksanakan tujuan negara 

adalah birokrasi, secara konseptual bahwa birokrasi adalah sistem adminitrasi 

rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakannya dengan cara – cara 

tertantu didasarkan dengan aturan tertulis oleh orang – orang yang berkompeten 

dibidangnya. 

 Unsur terpenting dalam suatu organisasi adalah manusianya atau sumber 

daya manusianya. Karena bagaimanapun yang menjalankan kegiatan dari suatu 

organisasi adalah yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut, oleh karena 

itu untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam sebuah organisasi maka 

diupayakan pengelolaan dan pengembangan dari aparatur itu sendiri, di dalam 

memnigkat mutu pelayanan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi 

publik maka diperlukan kapasitas yang optimal supaya kinerja PPID dalam 

berjalan secara efektif dan efesien. 

 Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Infromatika, Statistik 

dan Persandian Kota Pekanbaru dengan Menanyakan pertanyaan, Bagaimana 
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pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi 

publik? Mengatakan.
39

 

 “saya tidak bisa menterjemakan terkait dengan pendidikan yang linier 

dengan jabatan Pejabat PPID, karena urusan jabatan itu adalah urusan Baperjakat 

dan hak propogatif Wali kota , saya rasa tidak menghalangi kinerja mau jurusan 

apa itu, yang terpenting ada niat untuk bekerja lebih baik”. 

 

 Wawancara peneliti dengan Staf Bidang keterbukaan Pengelolaan dan 

Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, Bagaimana 

Pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan informasi 

publik?, Mengatakan.
40

 

 “sebenarnya menurut saya dengan pendidikan jabatan PPID saat menurut 

saya banyak yang tidak cocok dengan bidang keilmuannya, akan tetapi ini semua 

terbantu dengan sosialisasi dan pelatihan, itukan menambah wawasan juga,  

 

 Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam 

menjalankan tugas sebagai Pejabat PPID, ialah harus mempunyai bidang 

keilmuan yang linier, sedangkan kepala dinas adalah bidang keilmuannya Teknisk 

Sipil, sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerja keterbukaan informasi 

publik, seharusnya lebih cocok bekerja di dinas pekerjaan umum, dan selanjutnya 

juga seperti Kepala bidang Pengelolaan Informasi publik dari latar belakang 

Sarjana Agama, dan ini menggambarkan juga tidak cocoknya bekerja dibidang 

keterbukaan informasi publik. Ini mengartikan bahwa dalam penempatan pegawai 

dibagian PPID tidak sejalan dengan basis ilmu yang dimiliki. 

 

                                                             
39 Wawancara tentang  pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan 

informasi publik. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 2 Juli 2020 
40

 Wawancara tentang pendidikan Pejabat PPID dalam mendukung kerja – kerja keterbukaan 

informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020 
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 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan 

Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Pekanbaru, dengan menanyakan, Bagaimana terkait dengan masa 

kerja pimpinan dan staf PPID? Mengatakan.
41

 

 “memang pergantian personil ini sangat berpengaruh dalam sebuah 

jabatan, karena memang yang namanya jabatan tidak mungkin selamanya disitu, 

jika bertukar SDM, tentu harus mengulang lagi, artinyakan gini, tentang 

keterbukaan informasi publik tidak semua orang tau, Karenakan pejabat ini sering 

ditukar, artinya ok dia mengetahui keterbukaan informasi publik, tapi apa yang 

terbuka dan lain sebagainya dia tidak mengetahui, perlu pemahaman dan belajar 

kembali”. 

 

 Wawancara peneliti dengan Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Pekanbaru dengan menanyakan, bagaimana sejauh ini 

pengaruh dengan rotasi jabatan pimpinan dan staf PPID terhadap keterbukaan 

informasi publik? Mengatakan.
42

 

 “Sejauh ini menurut saya berpengaru sekali terhadap kinerja keterbukaan 

informasi publik, makanya perlu lagi melakukan sosialisasi dan upgrade 

informasi, misalnya kadis baru, setidaknya paham juga dia sedikit banyak tentang 

keterbukaan informasi publik, itulah gunanya sangat perlu pelitahan”. 

 

 Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan berkaitan dengan 

masa kerja dan rotasi jabatan sangat berpengaru terhadap kinerja keterbukaan 

informasi publik. Semakin seringnya melakukan rotasi jabatan maka dapat 

membuat pegawai dan pejabat PPID tidak paham dengan kerja – kerja 

keterbukaan informasi publik. 

                                                             
41 Wawancara tentang masa kerja pimpinan dan staf PPID. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 

Juli 2020 
42

 Wawancara tentang pengaruh dengan rotasi jabatan pimpinan dan staf PPID terhadap 

keterbukaan informasi publik. Bapak Indra Tanggal 2 Juli 2020 
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 Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Pekanbaru, menanyakan “ Apakah peningkatan kapasitas 

PPID sering dilaksanakan?
43

 

 “kita hanya melakukan pelatihan penguatan kapasitas hanya dilkukan satu 

kali dalam satu tahun,  kita mendatang pelatih dari  dirjen IKP Kementrian 

Kominfo dari Jakarta, mulai dari kepala dinas, kabid dan staf terlbat langsung 

dalam pelatihan tersebut, kita hanya melakukan pelatihan satu tahun sekali karena 

juga keterbatasan anggaran yang ada.” 

 

 Wawancara dengan Kasi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dengan 

menanyakan, Apakah dirasa kurang peningkatan kapasitas di PPID dalam 

menunjang kinerja keterbukaan informasi publik?, Mengatakan.
44

 

 “Masalah penguatan kapasitas memang terkendala dengan kondisi 

anggara, dimana anggaran kita hanya mampu mengadakan pelatihan itu hanya 

satu kali dalam setahun”. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan 

terkait dengan penguatan kapasitas terhadap pejabat PPID iui juga belum efektif 

dilakkukan, karena rata – rata hanya dilakukan satu kali dalam setahun, sedangkan 

peraturan dan program pemerintah setiap tahunya berubah – ubah, kondisi ini juga 

disebabkan oleh factor tidak adanya ketersedian anggaran yang lebih untuk 

melaksanakan pelatihan.  

Konsep penguatan kapasitas merupakan upaya kemampuan, keterampilan 

dan pengetahuan pegawai sangat perlu dilaksnakan mengingat urgensinya dalam 

                                                             
43 Wawancara tentang  peningkatan kapasitas PPID sering dilaksanakan. Bapak Mawardi, S.Ag 

tanggal 2 Juli 2020 
44

 Wawancara tentang peningkatan kapasitas di PPID dalam menunjang kinerja keterbukaan 

informasi publik. Bapak Junairi, S.Sos, MPA. Tanggal 2 Juli 2020 



87 
 

era otonomi daerah. Dengan sering adanya penguatan kapasitas maka semakin 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai, jika kompetensi dan 

apartur meningkat dengan adanya penguatan kapasitas tersebut, bukan suatu hal 

yang mustahil akan memperbaiki kinerja dan produktifitasnya. 

4,5. Struktur Sosial 

 Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur di 

dalamnya, unsur-unsur itu saling berhubungan satu sama lain (interdependensi), 

pola saling ketergantungan unsur mana terwujud dalam berbagai gejala sosial 

dengan jaringan hubungan yang fungsional; gejala-gejala sosial inipun ditelaah 

sebagai bagian dari suatu sistem. Suatu sistem sosial selalu memuat dua dimensi 

keadaan, mencakup (1) aspek statis, yaitu dalam bentuk struktur sosial, dan (2) 

aspek dinamis, yaitu dalam bentuk proses sosial, yang berintikan interaksi sosial. 

Pada beberapa keadaan, struktur sosial dipergunakan untuk menggambarkan 

keteraturan sosial, untuk menunjuk pada perilaku yang diulang-ulang dengan 

bentuk atau cara yang sama. 

 Struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-

posisi sosial dan antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial 

dikonsepkan secara lebih terperinci dengan menjabarkan manusia yang 

menempati posisi-posisi dan melaksanakan peranannya. Dalam hubungan PPID 

Pekanbaru dengan fenomena keterbukaan informasi publik, salah satu prinsip 

dasar tata kelolah pemerintah yang baik (good governance). Undang – undang 

Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) secara ekplisit 

mewajibkan kepada badanpublik untuk menyediakan layanan informasi publik 
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baik diminta maupun tanpa diminta untuk memudakan masyarakat mendapatkan 

hak informasi publik yang merupakan hak azasi sebagaimana diatur dalam pasal 

28 F Undang – undang Dasar 1945. 

Wawancara dengan Koordinator Fitra Riau, dengan pertanyaan , 

Bagaimana kondisi era keterbukaan informasi publik terhadap struktur sosial saat 

ini? Mengatakan
45

 

“Informasi di era saat ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan 

oleh badan publik , membuka informasi seluas – luasnya mendorong peningkatan 

kepercayaan dan partisipasi warga yang berkualitas dalam perencanaan dan 

pengawasan kebijakan yang dibuat. Selain melalui Undang – undang KIP, 

komitmen pemerintah untuk mendorong badan publik terbuka dan mendorong 

partisipasi masyarakat juga telah diatur secara detail melalu Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2017 Tentang partispasi publik dipemerintah daerah 

(provinsi,kabupaten,kota). Beberapa aspek partispasi yang diatur dalam peraturan 

tersebut seperti partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan 

regulasi, pengelolaan asset dan pelayanan publik, kunci utama dalam 

meningkatkan partisipasi publik adalah dengan membuka informasi” 

 

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan 

Informatika,Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan menanyakan, 

bagaimana urgensi saat ini terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan 

PPID Kota Pekanbaru? Mengatakan
46

 

“saya pikir seperti ini PPID di kominfo ini telah hadir dalam menjawab 

keterbukaan informasi publik ditengah masyarkat, semua mudah untuk diakses 

oleh masyarakat” 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan , informasi adalah suatu 

kebutuhan masyarakat dalam mengetahui kegiatan pemerintah, tentu dalam hal ini 

                                                             
45 Wawancara tentang kondisi era keterbukaan informasi publik terhadap struktur sosial saat ini. 

Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020 
46

 Wawancara tentang urgensi saat ini terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID 

Kota Pekanbaru. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020 
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PPID Kota Pekanbaru membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi publik. 

4.5.1. Masyarakat 

Faktor apresiasi peran masyarakat yang menjadi salah satu hambatan 

dimana disampiakan oleh sekretais Diskominfo Kota Pekanbaru :
47

 

“kita ini masyarakat tak paham dengan apa itu informasi public, terkadang 

masyarakat apa kegunaan informasi public juga tidak mengetahui sejau yang saya 

amati,” 

Selain itu factor apresiasi dan peran masyarakat juga disampaikan oleh ibu 

uli mengatakan: 

“saya menilai partispasi masyarakt sangat rendah dalam pemohon 

informasi public, masyarakat hanya menilai jika meminta informasi itu untuk apa 

dan apa kegunaannya itu juga belum paham”.  

 

Saat wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan 

Informasi dan Komunikasi Publik mengatakan:
48

 

“partsipasi masyarakat sangat rendah, dalam mensukseskan Undang – 

undang KIP, ini saya pkir karna belum adanya sosilisasi yang diberikan kepada 

masyarakt, sejau ini masih konsen terhadap kapasitas PPID saja. Sehingga 

masyarakat belum memahami arti penting informasi public, saya rasa itu factor 

penyebabnya”. 

 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tersebut bisa ditarik 

kesimpulan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung UU KIP harus dicapai 

untuk kedepannya dalam memahami arti penting informasi public. Sehingga 

nantinya masyarakt menjadi mengerti tentang informasi public dan masyarkat 

aktif didalam memperjuangkan keterbukaan informasi public untuk pemerintah 

yang terbuka dan transparansi. 

                                                             
47

 Wawancara tentang peran masyarakat yang menjadi salah satu hambatan. Bapak AZHAR, 

S.Sos,MPA tanggal  19 Desember 2019 
48 Wawancara tentang partisipasi masyarakat. Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020 
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4.5.2. Civil Society 

 Partisipasi itu dalam open government patner ship bahwa partispasi 

demokrasi jika tidak ada partispasi publik maka tidak ada akuntabilitas, 

bagaimana bisa mengukur bahwa itu akuntabel jika sementara tidak ada 

partisipasi, ketika ada transparansi maka bisa dikatakan akuntabilitas dan 

partisipasi. Ketika masyarakat sipil ingin melakukan partispasi control kebijakan 

namun tidak ada keterbukaan, maka partipasi tidak akan menjadi berkualitas 

karena tidak mempunyai informasi yang simetris. 

 Wawancara dengan dengan koordinator Fitra Riau, menanyakan, 

bagaimana pandangan Fitra untuk bisa meningkatkan kualitas partispasi publik? 

Mengatakan
49

 

 ”ketika informasinya berjalan terus dan sesuai dengan informasi yang di 

ketahui masyarakat dan infromasi yang dikeluarkan pemerintah itu harus sama,  

kalau dia informasinya tidak sama maka itulah yang memnculkan masalah, jadi 

informasi itu harus adil”. 

 

 Dilanjutkan wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan menenyakan 

dengan pertanyaan, bagaimana menurut pandangan Civil society terhadap PPID 

ini terhadap penununjang keterbukaan informasi publik ? Mengatakan.
50

 

 “itu kewajiban yang mana UU 14 2008 mewajibkan kepada pemerintah 

daerah membentuk infrasturkur pelayanan publik, antara lain struktur PPID, 

secretariat PPID, penyusunan daftar informasi publik kemudian penyusnan SOP 

pelayanan publik, na jika ini tidak disusun dan dibuat oleh pemerintah daerah 

maka pelayanan informasi itu akan terhambat, misalnya masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan informasi yang selama ini dipusatkan dibagian humas itu 

tidak setra merta dan tidak megakomodir semua inform – informasi di pemrntah 

tersebut.”. 

 

                                                             
49 Wawancara tentang meningkatkan kualitas partispasi publik. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 

2020 
50

 Wawancara tentang penunjang keterbukaan informasi publik. Bapak Tarmizi, SH. Tanggal 3 

Juli 2020 
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 Wawancara dengan Koordinator Fitra Riau dengan pertanyaan, apa 

pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik? Mengatakan
51

 

 “karena instrument yang mengatur soal keterbukaan di idonesia PPID itu 

menjadi instrument penting sebagai pelaksana menjalankan UU 14 tahun 2008 

tenetang keterbukaan informasi publik, karena itu perintah pasal 2 dan pasal 3 

bahwah dalam proses melaksanakan UU keterbukaan informasi publik badan 

publik harus membentuk PPID, kalau tidak ada PPID bagaimana mau 

menjalankan keterbukaan informasi publik” 

 

 Wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan pertanyaan, bagaimana 

keterbukaan informasi publik di PPID Kota Pekanbaru? Mengatakan
52

 

 “Secara infrastruktur PPID inya sudah ada, akan tetapi belum 

melaksanakan substansi keterbukaannya, contoh yang namanya melayani 

keterbukaan itukan ada standarnya harus mengikuti azasnya, cepet, mudah, 

ringan, tentu yang melaksanakan itu ialah PPID bagaiman cara melakukan ruang 

aspek kepada masyarakat dengan tiga azas itu, dan PPID Pekanbaru belum 

mencerminkan itu.” 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat dismpulkan bahwah PPID Pekanbaru 

belum sepenuhnya menjalankan keterbukaan informasi publik, karena PPID 

pekanbaru juga belum mempunyai Daftar Informasi Publik dan juga menurut riset 

Fitra Riau terkait dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2019 Se 

Riau menunjukan bahwasanya PPID Kota Pekanbaru menunjukan posisi atau 

peringkat ke enam terkait keterbukaan informasi publik sebanyak 12 

Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau, dan ini menunjukan Komitemen dan semngat 

keterbukaan informasi publik di Kota Pekanbaru masih tergolong rendah. 

 

 

                                                             
51 Wawancara tentang pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik. Bapak 

Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020 
52

 Wawancara tentang pentingnya PPID terhadap proses keterbukaan informasi publik. Bapak 

Tarmizi, SH. Tanggal 3 Juli 2020 
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4.5.3. Informasi Teknologi 

 Informasi teknologi menjadi penting, Pemerintahan Kota Pekanbaru 

menjadi bagian smart government dengan mengoptimalkan penggunaan IT untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,  

 Wawancara dengan Deputi Fitra Riau, dengan Pertanyaan, Bagaimana 

perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan 

Informasi publik? Mengatakan
53

 

 “setahu saya Pekanbaru ini terkait dengan jaringan dan perangkat sduah 

bagus, karena ini kota semua jaringan sudah sampai di tengah – tengah masyrakat, 

semua mengakses mudah, ditambah juga masyarakat kota dan desa bedah, 

masyarakat kota pasti lebih sering menggunkan teknologi terkini, jadi tidak ada 

susah untuk akses keterbukaan informasi publik karean sudah du dukung dengan 

jaringan dan perangkat yang ada” 

 

 Wawancara dengan Koordianator Fitra Riau, dengan pertanyaan, 

Bagaimana perangkat dan jaringan di Kota Pekan Baru dalam mendukung 

keterbukaan Informasi publik?, Mengatakan
54

 

 

 “kalau perangkat jaringan di kota pekanbaru sudah sangat bagus dalam 

mendukung keterbukaan informasi publik, namun kembali lagi kepada komitmen 

PPID nya mau tidaknya memanfaatkan jaringan dan prangkat yang ada ini, untuk 

menunjang ketrbukaan informasi publik, karena di kanal – kanal pemrintah daerah 

seperti website informasi tidak semua di publis, yang berkenaan dengan infromasi 

yang diketahu masyarakat, contohnya informasi yang berkenaan dengan anggran, 

harus dimanfatkan lah website yang ada supaya informasi itu proaktif”. 

 

 Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, 

                                                             
53 Wawancara tentang perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan 

Informasi publik. Bapak Tarmizi, SH. Tanggal 3 Juli 2020 
54

 Wawancara tentang perangkat dan jaringan di Kota Pekanbaru dalam mendukung keterbukaan 

Informasi publik. Bapak Triono Hadi. Tanggal 2 Juli 2020 
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Bagaimana Teknologi Informasi dalam mendukung kerja – kerja keterbukan 

informasi Publik di Kota Pekanbaru?, Mengatakan?
55

 

 “kita terkait dengan penunjang keterbukaan informasi publik, disini kita 

mempunyai computer , IT yang bagus, kalau sekarang DI PPID ini, internetnya 

bagus dan tidak ada jaringan yang lelet, saya rasa ini penunjang lah untuk PPID 

dalam bekerja”. 

 

 Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwah informasi 

teknologi di PPID kota Pekanbaru sudah bagus dan efektif dalam menjalankan 

kerja – kerja dan semangat keterbukaan informasi publik, namu juga bagi PPID 

pekanbatu terkait dengan memanfaatkan Wabsite yang ada, harus proaktif dan 

informasi bisa tersampakian di wabseite sehingga masyrakat dapat melihat 

informasi tersebut. 

 

4.6  Hambatan Peranan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

 Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

 Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Kota Pekanbaru. 

4.6.1. Faktor Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai. 

Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari 

sebuah organisasi, baik intitusi maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan organisasi tersebut. Pada hakikatnya SDM berupa 

masnusia dipekerjakan disebuah organisasi disebuah penggerak , pemikir dan 

perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, kemajuan 

suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapasitas di dalamnya 

sehingga bisa bisa memmbawah organisasi tersebut berkemajuan dan berkrmbang 

kerah yang lebih baik. 

                                                             
55

 Wawancara tentang Teknologi Informasi dalam mendukung kerja – kerja keterbukan informasi 

Publik di Kota Pekanbaru. Bapak Azhar, S.Sos,MPA tanggal 3 Juli 2020 
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Tidak terkecuali organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah yang sama – sama memerlukan SDM yang berkualitas 

memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

memajukan daerahnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan public dan 

meningkatkan daya saing daerah. Diperlukan SDM yang mumpuni bagaimanan 

menciptkan metode , langkah kerja yang maksimal, efesien  dan efektif . 

Dalam hal ini yang cukup mempengaruhi pelayanan dan penyedian 

informasi publik adalah ketersedian tenanga khusunya yang memahami 

permasalahan informasi publik seperti yang diungkapkan oleh Kepala bidang 

Pengelola Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota 

Pekanbaru dimana penulis menanyakan dengan pertanyaan, “ apa saja hambatan 

yang dialami PPID dalam pelayanan penyedian informasi public? Beliau 

mengatakan:
56

 

“saya menyatakan ketersedian SDM yang menangani data informasi yang 

menjadi problem saat ini, utamanya juga di beberapa OPD, karena memang 

sosilisasi dan pelatiahan terkait playanan informasi public kurang diadakan, ini 

juga berkenaan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Ditambah lagi PPID 

pembantu jarang sekali melayani masyarakat berkenaan dengan informasi public, 

sehingga mereka tidak terbiasa dengan kerja pelayanan informasi, sehingga 

mereka hanya melakukan kirje di tupoksi masing – masing SKPD. 

 

Berkaca dari keadaan tersebut dari segi pelayanan informasi public 

menjadi terganggu, utamanya memang dari aspek kecepatan dalam menangani 

masalah ini adalah tenaga khusus harus bertugas tanpa mengerjakan tugas lain, 

artinya tidak double tugas. 

                                                             
56

 Wawancara tentang hambatan yang dialami PPID dalam pelayanan penyedian informasi publik 

.Bapak Mawardi, S.Ag tanggal 30 Januari 2020 
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Selain masalah khusus tadi hal ini juga berkaitan dengan kemampuan, 

seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Informasi Dikominfo 

Kota Pekanbaru dimana penulis juga menanyakan dengan pertanyaan,”apa saja 

hambatan yang dialami PPID dalam melayani pelayanan penyedian informasi 

publik?” Beliau mengatakan:
57

 

“permalahan terbesar adalah dibidang teknologi, dimana zaman sekarang 

ibi semua berbasis pada IT dengan pelayanan serba Mobile, sedangkan tenaga 

yang mampu dalam hal ini masih kurang, belum lagi perkembangan IT sunggu 

cepat sekali, memang hrus disiapkan ornag yang ahli dibidang IT, supaya tidak 

ketinggalan. 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa informaan tersebut diatas, dapat 

menyimpulkan bahwah factor SDM Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi terutama PPID Pembantu menjadi catatan perbaikan kedepan untuk 

diperbaiki lagi. Untuk memahami tugasnya tergantung dari kualitas sumber daya 

PPID . 

4.6.2. Faktor Lemahnya Pemahaman Akan Tugas Dan Fungsi PPID 

Pembantu 

  

Dalam hal ini kendala yang dihadapi menyangkut pelayanan penyedia 

informasi publik dimana integrasi data di lingkungan Kota Pekanbaru belum 

berjalan dengan baik sehingga sulit bagi PPID utama untuk menyelaraskan 

informasi yang saling berkaitan antara PPID pembantu yang diungkapkan oleh 

Kasi Kemitraan Informasi masyarakat Diskominfo Kota Pekanbaru yang 

menyatakan:
58

 

                                                             
57 Wawancara tentang hambatan yang dialami PPID dalam melayani pelayanan penyedian 

informasi publik. Bapak JUNAIRI, S.Sos, MPA tanggal 31 Januari 2020 
58

 Wawancara tentang kendala yang dihadapi menyangkut pelayanan penyedia informasi publik 

dimana integrasi data di lingkungan Kota Pekanbaru. Bapak Andriano, SE, M.Si tanggal 17 

Februari 2020 
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“Kita mengakui ada beberapa PPID pembantu yang belum begitu 

memenuhi terkait dengan tugas baru yang harus berjalan setelah berlakunya 

Undang – undang KIP, yang menyatakan dia sebagai badan public. Dengan 

demikian dia harus bersedia menyediakan dan melayani permintaan masyarakat  

terkait informasi yang dikuasianya”. 

 

Konektifitas informasi public sangat penting antara PPID utama dengan 

PPID pembantu sebelum informasi tersebut diberikan kepada masyarakat, jika 

data dilingkup pemerintah kota belum terintegrasi dengan baik, maka dirasa 

penyedian informasi public di Kota Pekanbar belum berjalan dengan baik. 

 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan amanat 

Undang – Undang  No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui 

Peranan Kepala Dinas Komunikasi Infrormatika Statistik dan Persandian Kota 

Pekanbaru dalam sub – sub bab penulis mendeskripsikan hasil penelitian tersebut 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian.
59

 

Komunikasi ialah proses ketika seseorang atau beberapa orang 

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Atau 

komunikasi merupkan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau 

informasi dari seseorang kepada orang lain. Dalam penelitian ini komunikasi 

terjadi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan masyarakat. 

Informasi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

bermasyarakat dan berkehidupan sosial, informasi adalah keterangan,, pernyataan, 

gagasan, dan tanda – tanda yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang disajikan 

                                                             
59 Undang – Undang  No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 



97 
 

dalam berbagai kemasan dan informasi sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 

Dalam regulasi yang ada yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public 

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan 

Undang – Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

badan public  

Pengakuan terhadap hak atas informasi merupakan sarana untuk 

memantau dan megawasi penyelenggara pemerintahan dalam optimalisasi 

penyelenggaraan nergara, optimalisasi peran dan kinerja badan – badan public 

serta segala sesuatu yang berakibat kepada kepentingan pblik. Keberhasilan 

pelaksanaan pelayanan public tidak terlepas dari factor komunikasi. Komunikasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan public yang dilakukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan perannya. 

Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan public oleh Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan peranannya tersebut 

ditentukan oleh dimensi – dimensi komunikator. 

Rendahnya kualitas pelayanan public akan berdampak pada rendahnya 

kepercayaan public/warga negara kepada penyelenggara pelayanan public atau 

pemerintah, menurunnya kepercayaan public akan berdampak kepada melemanya 

dukungan warga negara kepada pemerintahan atau kepada kepala negara/kepala 
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daerah, dan pada gilirannya tidak menutup kemungkinan warga negara  menarik 

dukungan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Dalam melayani dan 

menyediakan informasi public juga digunakan komunikasi public sebagai alat 

bantu dalam menyampaikan pesan informasi . 

Berdasarkan pasal 7 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 4 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik, yaitu: 

a. Badan public setidaknya mempunyai kewajiban untuk menctapkan 

peraturan mengenai stander prosedur operasional layanan informasi public. 

b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan 

mentetapkan secara berkala Daftar Informasi Publlik atas seluruh 

Informasi public yang dikelola, 

c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi 

public yang dikelola, 

 

Informasi public yang trsedia di Pejabat Pengelola Informasi Publik dan 

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diakses 

masyarakat melalui Web maupun dengan cara langsung mendatangi pusat layanan 

masyarakat di Dinas Komunikasi Informatika Statistk dan Persandian Kota 

Pekanbaru. Adapun proses yang dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan 

mengisi formulir permohonan data yang akan diberikan oleh petugas layanan 

PPID. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan  

  Berdasrkan hasil uraian baik secara teoritis maupun urain yang dilakukan  

oleh peneliti terhadap peran Kepala Dinas Komunikasi Informatika Staitik dan 

Persandian Kota Pekanbaru : 

1. Dalam aspek regulasi Pelayanan Penyedian Informasi Publik dilingkungan 

Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukan 

informasi Publik dalam menjalankan amanat Undang – Undang No 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Dalam aspek personal belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan 

semangat keterbukaan informasi publik, dimana dapat dilihat kurangnya 

pelatihan penguatan kapasitas dan juga pendidikan yang tidak sesuai 

dengan jabatan yang ada di PPID Pemerintah Kota Pekanbaru. 

3. Dalam aspek strusktur sosial, PPID Pemerintah Kota Pekanbaru belum 

mencerminkan menjadi PPID terbaik di Provinsi Riau, karena dalam 

penilain masyarakat sipil, PPID Pemerintah Kota pekanbaru belum 

optimal dan dan proaktif dalam memberikan informasi kepada publik baik 

itu melalui kanal – kanal pemerintah daerah. 

4. Hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pekanbaru adalah masih kurangnya 

kerjasama antara PPID utama dengan PPID pembantu, kurangnya SDM 

yang memahami terkait dengan Teknologi Informatika dalam pelayanan 
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informasi,  masih lemahnya pemahaman pemohon informasi tentang 

informasi public, dan tidak lengkapnya sarana prasarana pelayanan 

informasi public seperti kecilnya ruang tunggu layanan. 

 

5.2. Saran  

  Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola 

Infromasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pekanbaru berikut ini peneliti merangkai 

beberapa saran: 

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hendaknya lebih 

aktif dalam hal promosi tentang keterbukaan informasi public secara 

langsung kepada msyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang 

keterbukaan informasi public dan tahu kemana harus mendapatkan 

informasi yang diiginkan. 

2. Perlu ditingkatkankan lagi kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan 

bagi petugas yang diberi tanggung jawab dalam hal pelayanan informasi 

public, sehingga pelayanan bisa berjalan baik, cepat, efesien sebagai motor 

penggerak keterbukaan informasi publik di Kota Pekanbaru. 

3. Perlu dilakuan segera untuk penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 

sehingga memudakan antara PPID pembantu dan PPID utama dalam 

menyedikan informasi public yang dibutukan oleh masyarakat. 

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru segera 

mengadakan  dan memperbaikai fasilitas pendukung, seperti kecilnya 

ruang tunggu layanan dan terbatasnya jumlah computer sehingga 
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memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada msayarakat. 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

Aan Komariah dan Djam’an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung : Alfabeta 

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Daerah. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar 

Burhan, Bungin. 2009.  Analisis Penelitian Data Kualitatif.Jakarta : Raja 

Grafindo. Hal. 108 

Dwiyanto, Agus. 2005. Manajemen Good Government Melalui Pelayanan Publik. 

Yogyakarta, Gajah Mada University Press 

Giroth, Lexie, M. 2004, Status dan Peran Pendidikan Pamong  Praja Indonesia,  

Indrapraharta ; Jakarta 

Handayaningrat, Soewarno, 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 

Manajemen. Jakarta :Gunung Agung 

Handoko, T.Hani, 2003, Manajemen Edisi kedua, BPFE : Yogyakarta 

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manuasi (edisi revisi 

cetakan ketiga belas). Jakarta : PT. Bumi Aksara 

Inu Kencana Syafiie, 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan.Bandung : PT. Refika 

Aditama 

Komarudin, 1994, Esiklopedia Manajemen, Edisi Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta 

Kountur, Ronny.2005. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan 

Tesis.Jakarta : PPM. Hal. 105 

Manullang, M, 2006, Dasar – dasar Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press 

Muhadam, L. Tahun 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, 

Konsep, dan Pengembangannya, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada 

Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), jilid 1 dan 2, 

Rineka Cipta Jakarta 

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik.Alfabeta. Bandung 



 
 

Rasyid, M. Ryaas. 1997, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde 

Baru, Jakarta. 

Soerjono Soekanto ; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers 

Jakarta 

Sufian, 1995Organisasi, Manajemen, dan Aplikasi, UIR Press, Pekanbaru 

Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.Bandung 

: Alfabet 

Thona, Miftah. 1996. Perilaku Organisasi, konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta 

: PT. Raja Grafindo Persada 

Tjiptiono, 2002. Strategi pemimpin dalam pemasaran, edisi kedua cetakan 

keenam, penerbit Andy. Yogyakarta, Hal.12 

Usman, Huaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011, Metode Penelitian Sosial, 

Jakarta, Bumi Aksara 

Peraturan Perundang-Undangan : 

Undang – Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

serta Informasi Lainnya. 

Undang – Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan 

Informasi Publik 

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dikumentasi Kota Pekanbaru 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru 

 

Rujukan elektronik : 

Profil PPID Kota Pekanbaru http://ppid.pekanbaru.go.id 

Http://WWW.Depkumham.Go.id 

 

 

 

Dokumen : 

Arif Mudatsir Mandan, Sekilas Tentang UU KIP, Makalah Dipersentasikan Pada 

Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009 

Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan, 

2017. Pekanbaru, Gedung Pascasarjana Universitas Islam Riau. 

Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990. 

 

http://www.depkumham.go.id/

	Cover
	scabn
	LEMBAR PERSEMBAHAN
	7.LEMBAR TUNJUK AJAR
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	Abstrak
	Kata Pengantar
	Daftar isi
	BAB I
	BAB  II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	Daftar Pustaka

